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ABSTRAK 

Abul Hasan : Hukum Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq Dan Shadaqah Untuk 

Penanggulangan Wabah Covid-19 (Analisis terhadap Fatwa MUI No 23 Tahun 

2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk 

Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya) 

. 

Berdasarkan Fatwa MUI mendesaknya kebutuhan masyarakat 

dikarenakan adanya wabah covid-19, dapat digolongkan dalam asnaf fakir dalam 

karena korban bencana alam dan bencana sosial, maka dapat meliputi seluruh 

masyarakat tanpa memandang status sosial sebelumnya ataupun agama. 

Berdasarkan pasal 34 UUD 1945 fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara 

oleh negara. Kata kata fakir miskin yang tercantum dalam UU tersebut jelas 

menunjukkan kepada mustahiq zakat yaitu golongan orang-orang yang berhak 

menerima zakat. Disebutkan pula dalam Pasal 25 Undang-Undang No.23 Tahun 

2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwasannya pendistribusian zakat wajib 

diberikan pada mustahik sesuai dengan syariat islam diantaranya ; 1) fakir 2) 

miskin 3) amil 4) muallaf 5) riqab 6) gharim 7) fii sabilillah 8) ibnu sabil.  

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang 

lahirnya Fatwa MUI No. 23 tahun 2020, mengetahui Hukum pemanfaatan harta 

Zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 menurut Fatwa MUI No. 23 tahun 

2020), memahami skema dan metode instinbath hukum yang digunakan MUI 

dalam fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tetang pemanfaatan harta ZIS untuk 

penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya. 

 

Tanggal 16 April 2020, MUI menetapkan hukum mengenai pemanfaat 

harta zakat, infaq, dan shadaqah terhadap penanggulangan covid-19. Hal tersebut 

berkenaan dengan Indonesia yang juga semakin mengalami krisis tidak hanya 

dalam segi kesehatan yang disebabkan oleh virus SARS-Cov tetapi juga 

berpengaruh pada ekonomi, sosial, dan bahkan budaya.  

 

Metode penelitian yang digunakan penyusun adalah content analisys 

(analisa isi) dengan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan library 

research yaitu dengan menguraikan secara rinci serta menguraikan dan 

menganalisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 

Tentang Pemanfaatan Harta ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) Untuk 

Penanggulangan Covid-19 Dan Dampaknya. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sampailah pada kesimpulan 

bahwasannya : 1) Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 didasarkan pada permasalahan 

penyampaian harta zakat,karena dalam dalil yang qat’i zakat hanya boleh 

dibagikan untuk delapan asnaf yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an. 2) 

Hukum pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah covid-19 

berdasarkan Fatwa MUI No.23 Tahun 2020 adalah boleh dengan beberapa 

ketentuan yang sesuai dengan syari’at. 3) Metode istinbath yang digunakan 

dalam penetapan fatwa MUI No.23 Tahun 2020 adalah  metode istinbath intiqai.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Zakat ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata zaka yang merupakan 

kata dasar (masdar) yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. 

Adapun dalam kitab lisan al-arab zakat mempunyai arti dasar ditinjau dari sudut 

bahasa Arab adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji1.Dalam kamus bahasa 

indnesia, zakat diartikan sebagai “jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan 

oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang behak menerimanya, 

menurut yang telah ditetapkan oleh syara2.”Adapun menurut istilah syara’ 

“nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang 

diwajibkan oleh Allah swt untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak 

menerimanya dengan persyaratan tertentu.3” 

Infaq ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata anfaqa yang mempunyai 

arti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan umum4. Dalam kamus 

bahasa indonesia infaq berarti “Pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya 

(selain zakat wajib) untuk kebaikkan”5.Sedangkan menurut syara’ infaq 

diartikan “mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk 

kepentingan yang diperrintahkan ajaran islam.6” 

Perbedaan antara infaq dan zakat ialah : jika infaq tidak memliki nishab 

sedangkan zakat memiliki nishab. Zakat dikeluarkan oleh umat muslim yang 

memang sudah wajib zakat (muzakki) kepada orang yang berhak menerimanya 

                                                             
1 Rahmawati Muin, Manajemen zakat, (Makassar:Alauddin University Press:2011). h.1 
2 Departemen Pendidikan dan Budaya, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta: Balaipustaka, 

1989) .h.1017 
3 Didin Hafiuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat,Infaq,Sedekah. (Jakarta: Gema 

Insani Press,2002). h.13 
4 Rahmawati Muin, Manajemen zakat, (Makassar:Alauddin University Press:2011). h.4 
5 Departemen Pendidikan dan Budaya, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta: 

Balaipustaka,1989).h.330 
6 Didin Hafiuddin, Panduan Praktis TentangZakat,Infaq,Sedekah,(Jakarta: Gema Insani 

Press,2002). 
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(mustahiq), sedangkan infaq dikeluarkan oleh umat muslim baik itu orang 

berpenghasilan tinggi ataupun rendah, disaat lapang ataupun sempit yang 

diberikan kepada keluaga ataupun orang lain yang lebih membutuhkannya. Jika 

ditinjau dari segi bahasa sedekah berasal dari kata shodaqoh atau sidqun yang 

berarti benar. Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pangkuan 

keimanannya7.Dalam kamus bahasa indonesia sedekah berarti “Derma kepada 

orang miskin dan sebagainya (berdasarkan cinta kasih kepada 

manusia)”8.Sedangkan dalam syariat islam shadaqah mempunyai arti yang sama 

dengan infaq akan tetapi dalam hal cakupannya berbeda. Jika infaq lebih 

mengarah kepada pengertian materil, sedang shadaqah memiliki cakupan yang 

lebih luas menyangkut hal-hal yang bersifat mateil dan immateril. 

Perbedaan antara shadaqah dan zakat ialah : jika shadaqah pemberian 

secara sukarela yang jumlah nishabnya tidak ditentukan tergantung pada 

keinginan orang yang ingin bershadaqah sedangkan zakat adalah pemberian 

wajib apabila sudah wajib zakat (muzakki) yang jumlah dan nishabnya sudah 

ditetapkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah Ayat 103 :  

 

يْهِمْ بهَِا وَصَل ِ عَليَْهِمْ خُذْ مِنْ  رُهمُْ وَتزَُك ِ انَِّ صَلٰوتكََ سَكَنٌ  ۗ  امَْوَالِهِمْ صَدقَةًَ تطَُه ِ

ُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ  ۗ  لَّهُمْ  وَاللّٰه   

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah ayat 103)9 

 

Islam telah mengatur secara lengkap dalam Al-qura’an tentang konsep 

zakat. Permasalahan ekonomi terutama permasalahan kemiskinan zakat telah 

memberi solusi untuk menangani masalah tersebut. Bahkan islam sangat 

                                                             
7 Rahmawati Muin, Op.Cit.,h.5 
8 Departemen Pendidikan dan Budaya, Op.Cit. 
9Soetarjo dkk, Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Jakarta: Kemenag,2020). 
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memperhatikan masalah kemiskinan karena dipandang sebagai ancaman terbesar 

bagi keimanan seseorang. Pada masa awal kemedekaan bangsa indonesia, zakat 

menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqh dalam menyusun perencanaan yang 

berkaitan dengan pembangunan ekonomi di indonesia. Hal ini dapat dilihat pada 

undang-undang dasar (UUD) tahun 1945 bahwasanya negara menjamin 

kemedekaan pada penduduknya untuk memeluk agama dan menjalankannya 

sesuai kepercayaannya masing-masing. Serta ditegaskan kembali pada pasal 34 

yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh 

negara. Kata kata fakir miskin yang tercantum dalam UU tersebut jelas 

menunjukkan kepada mustahiq zakat yaitu golongan orang-orang yang berhak 

menerima zakat. Sedangkan dalam Pasal 25 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 

Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwasannya pendistribusian zakat wajib 

diberikan pada mustahik sesuai dengan syariat islam10. 

Al-quran telah menyebutkan 8 golongan orang-orang yang berhak 

menerima zakat (mustahiq), yaitu dalam surah At-Taubah ayat 60, Allah 

berfirman : 

دقَٰتُ لِلْفقُرََاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعاَمِلِيْنَ عَليَْهَا وَالْمُؤَلَّفَ  ِ انَِّمَا الصَّ قَابِ وَالْغاَرِمِيْنَ وَفيِْ سَبيِْلِ اللّٰه ةِ قلُوُْبهُُمْ وَفىِ الر ِ

ُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ  ِ وَاللّٰه نَ اللّٰه   وَابْنِ السَّبيِْلِ  فرَِيْضَةً مِ 

 “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 

miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 

untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 

diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-

Taubah:60).11 

 

Maret 2020 lalu, pemerintah mengumumkan tentang adanya kasus pasien 

positif covid-19 di Indonesia. Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan 

oleh virus corona yang merupakann virus berjenis SARS-CoV-2 Setelah kabar 

tersebut beredar, dan kemudian dengan pesatnya penyebaran terjadi 

mengakibatkan perekonomian yang berjalan di Indonesia mengalami penurunan 

yang sangat drastis. Banyak para perusahaan yang harus dengan terpaksa mem-

                                                             
10Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolan Zakat   
11Ibid.,  
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PHK karyawannya demi keberlangsungan perusahaan. Bahkan pada 7 April 

2020, kemnaker telah mencatat terdapat 873.090 pekerja/buruh yang 

dirumahkan dari 17.224 perusahaan, 137.489 pekerja/buruh yang di PHK dari 

22.753 perusahaan12. 

Belakangan ini covid menjadi konsen besar bangsa indonesia karena 

permasalahan yang terus ditimbulkannya, Ada banyak kerugian yang disebabkan 

oleh Covid-19 yang berdampak bagi perekonomian Indnesia pembangunan 

ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran 

masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan 

yang merata. Hal ini bertolak belakang dengan keadaan Indonesia pada tahun 

1997/1998 dimana krisis perbankan, hingga menjalar kepada krisis sosial dan 

politik yang berakibat besar pada bangsa Indnesia. Tingginya laju inflasi pada 

waktu itu menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, khusus golongan 

berpendapatan rendah. Perubahan jumlah uang dapat mempengaruhi tingkat 

bunga , dan fungsi konsumsi, jadi jumlah uang menimbulkan perubahan dalam 

permintaan seluruhnya13. Hal ini dilakukan dengan menertibkan anggaran, 

menertibkan sektor perbankan, dan mengembalikan ekonomi pasar agar 

perekonomian akan stabil,suatu sistemekonomipasar bebas menjadikan orang 

bebas untuk bertindak melakukan terbaik bagi dirinya dimana sistem devisa 

yang terlau bebas tanpa ada pengawasan yangketat, memungkinkan arus modal 

mengalir keluar masuk secara bebas. Hal inilah menjadi salah satu penyebab 

terjadinya krisis yangberkepanjangan , selain itu yang menjadi penyebab 

terjadinya krisis adalah lemahnya sistem perbankan di Indonesia. Mengenai hal 

tersebut ada beberapa hal penting dilihat dari perekonomian Indonesia tahun 

1997-2000 pertama, kelompok yang mengatakan bahwa krisis di sebabkan oleh 

faktor eksternal yaitu perubahan sentimen pasar uang secara cepat yang 

menimbulkan kepanikan finansial. kelompok yang mengatakan bahwa krisis 

                                                             
12 Sistem Informasi Ketenagakerjaan KEMNAKER diakses pada tanggal 28 

Oktober 2020 
13 Silva hanoatubun, dampak covid-19 terhadap perekonomian indonesia, 2020. 
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timbul karena adanya kelemahan struktur didalam perekonomian nasional,dalam 

sistem keuangan maupun perbankan14. 

Kasus di Indonesia merupakan kombinasi dua unsur yang terjadi secara 

bersamaan, dimana unsur eksternal berupa kepanikan keuangan dan lemahnya 

ekonomi nasional baik sektor perbankan maupun riil.Kedua faktor tersebut 

saling mempengaruhi dimana ketika gejolak eksternal timbul,perekonomian 

nasional yang lemah sangat mudah terkena dampak negatif sehingga gejolak 

yang terjadi dalam waktu yang singkat berubah menjadi krisis ekonomi yang 

terjadi saat ini yang dirasakan oleh negara kita15. 

Salah satu contohnya adalah seorang pedagang yang biasa berjualan di 

tempat keramaian seperti pasar menjadi tidak bisa berjualan, karena saat ini 

pasar sedang ditutup untuk mengurangi penyebaran virus corona ini semakin 

meningkat. Akibatnya pedagang itu tidak mempunyai penghasilan tetap karena 

masyarakat harus tetap memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan adanya 

covid-19 ini masyarakt sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dri 

itu bagaimana kita secara bersama –sama membantu yang mempunyai kelebihan 

bisa membantu yang berkekurangan sesuai apa yang di anut oleh Indonesia16. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga ormas islam indonesia 

mengeluarkan fatwa nomor. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta ZIS untuk 

penaggulangan Covid-19 dan dampaknya. Karena dampak wabah Covid-19 

tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, 

ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain teruatama segi ekonomi masyarakat. 

Oleh karena itu dalam menghadapi permaslahan yang timbul akibat dari dampak 

Covid-19 ini, MUI mengeluarkan fatwa untuk pemanaatan harta ZIS dengan 

pertimbangan sebagai berikut : 

a. Bahwa zakat merupakan jenis ibadah mahdlah sebagai rukun Islam yang 

ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan syariat Islam; 

b. Bahwa dampak wabah COVID-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi 

mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain; 

                                                             
14 Ibid,. 
15 Ibid,. 
16 Ibid,.  
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c. Bahwa dalam rangka menghadapi wabah COVID-19 dan dampaknya, harta 

zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah COVID-19 

dan dampaknya, demikian juga harta infak dan shadaqah; 

d. Bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta 

zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan Wabah COVID-19 dan 

dampaknya; 

e. Bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan 

Fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk 

penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya sebagai pedoman17. 

Dalam Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, 

Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan wabah Covid-19 dan Dampaknya 

telah diresmikan pada tanggal 16 April 2020 yaitu setelah beberapa bulan 

Indonesia ditetapkan sebagai salah satu negara darurat pendemi covid 19. Fatwa 

tersebut menetepkan beberapa syarat atau ketentuan yang meliputi; Ketentuan 

Universal, Ketentuan Hukum, Ketentuan Rekomendasi dan Ketentuan Penutup. 

Diantara beberapa ketentuan tersebut, fokus analisa penulis pada fatwa tersebut 

adalah pada ketentuan umum dan ketentuan hukum, hal ini karena kedua 

ketentuan tersebut merupakan produk fatwa hukum yang dihasilkan oleh 

perumus fatwa. Dari kedua ketentuan tersebut pulalah kita dapat ketahui apakah 

hasil fatawa tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak. 

Zakat pada dasarnya hanya diberikan kepada orang muslim yang masuk 

delapan golongan orang-orang yang berhak menerima Zakat (Asnaf), 

diantaranya yaitu fakir, miskin, pengurus Zakat (amil), orang baru masuk Islam 

(mualaf), orang terlilit hutang (gharim), hamba sahaya (riqab), orang dalam 

perjalanan (ibnu sabil) dan pejuang dijalan Allah (fi sabilillah), (Q.S At-Taubah 

ayat 60). Berkaca pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 

2020 Tentang Pemanfaatan Harta ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) perlu dikaji 

kembali bagaimana lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 

2020 Tentang Pemanfaatan Harta ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) Untuk 

                                                             
17 Fatwa MUI, tentang pemanaatan harta zakat,infaq, dan Shadaqah untuk 

penaggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, No.23 Tahun 2020 
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Penanggulangan Covid-19 dan Dampaknya , apa hukumnya pemanfaatan harta 

ZIS untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya serta mengetahui 

instinbath hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 

Tentang Pemanfaatan Harta ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) Untuk 

Penanggulangan Covid-19 Dan Dampaknya. Oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Hukum Pemanfaatan Harta Zakat, 

Infaq Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 (Analisi 

terhadap Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, 

Infaq dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan 

Dampaknya)” 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirincikan rumusan 

masalah sebagai berikut ini : 

1. Apa yang melatar belakangi lahirnya Fatwa MUI No. 23 tahun 2020 

tentang pemanfaatan harta Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk 

penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya ? 

2. Apa hukum pemanfaatan harta Zakat untuk penanggulangan wabah 

Covid-19 menurut Fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan 

harta ZIS untuk penaggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya? 

3. Bagaimana Dalil dan metode instinbath hukum yang digunakan MUI 

dalam fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tetang pemanfaatan harta ZIS untuk 

penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya? 

C. Tujuan Penelitian 
 

1.  Mengetahui latar belakang lahirnya fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tetang 

pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan Wabah Covid-19 dan 

dampaknya. 
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2.  Mengetahui hukum pemanfaatan harta ZIS untuk penaggulangan wabah 

Covid-19 dan dampaknya. 

3. Mengetahui Dalil dan metode instinbath hukum yag digunakan MUI 

dalam fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tetang pemanfaatan harta ZIS untuk 

penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya 

D. Manfaat Penelitian 

 

Adanya Penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui dan memahami hukum pemanfaatan harta zakat, infaq 

dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 berdasarkan Fatwa 

MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq dan 

Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. 

2. Sebagai pengetahuan dan bahan pertimbangan bagi pembaca dan 

lembaga ZIS untuk mengelola keuangan sebagai penanggulangan wabah 

covid-19. 

3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah 

dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab serta mencapai gelar 

Sarjana S1. 

 

E. Kerangka Teori 

 

Zakat merupakan rukun islam yang ke-tiga dan wajib untuk ditunaikan. 

Dalam kitab Riyadhussalihin dijelaskan bahwasannya : 

 

 لىَ عَ  مُ لَ سْ الإِ  يَ نِ بُ : ثِ يْ دِ ي حَ فِ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ ي صَ بِ النَّ  لقولُ  مِ لَ ان الإسْ كَ رْ ن أَ مِ  لثُ اِ الثَ  الركنُ  يَ ه   اةُ ك  زَ لَّ ا

  كاةالزَّ  اءِ يتَ إِ وَ  ةِ لَ لصَّ م ااِ قَ إِ الل، وَ  لَ وْ سُ رَ  دُ مَّ حَ مُ  نَّ  الل , أَ لَّ إ   إلهَ  ِة لَ ادَ هَ شَ  س  مْ خَ 
 

“zakat adalah rukun yang ketiga dari rukun islam. Nabi Shalallahu ‘alaiuhi 

wassalam bersabda di dalam hadits: Islam didirikan atas lima perkara, iaitu 
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syahadat bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan 

Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat” 

Begitu penting zakat didalam islam, hingga zakat disebutkan sebanyak 82 

ayat didalam Al-Qur’an dan beriringan dengan shalat. Salah satunya dalam QS. 

Al-Baqarah[2] : 43 yang berbunyi : 

 

كَاةَ وَارْكَعوُا مَعَ الرَّ  لَةَ وَآتوُا الزَّ اكِعوَأقَيِمُوا الصَّ  

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang 

ruku'.18” 

Zakat dari segi bahasa diambil dari kata Nama’, thaharah, yaitu 

bertambah,mensucikan,  dan  memperbanyak, sedangkan menurut syara’ zakat 

merupakan harta  tertentu  yang  diambil  dari orang   tertentu, dengan   cara   

tertentu, dan   ditasyarufkan   kepada golongan tertentu19. Menurut Syamsudin 

dalam kitabnya Nihayatu  al  Muhtaj  ila  Syahri  al  Muhadzab,  zakat  

merupakan sesuatu  yang  dikeluarkan  dari  harta  atau badan  seseorang  dengan  

cara  tertentu20.  Sedangkan pengertian Zakat dalam Undang-Undang No.23 

Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah sebagian harta yang wajib 

dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang 

berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Dengan demikian, zakat ialah 

harta yang dikeluarkan oleh seorang ternteu untuk membersihkan, mensucikan 

harta dan badannya dengan suatu cara terntentu. Sesuai dengan Q.S. At-Taubah 

ayat 103 : 

 

رُهمُْ  صَدقَةًَ  امَْوَالِهِمْ  مِنْ  خُذْ  يْهِمْ  تطَُه ِ  سَكَنٌ  صَلٰوتكََ  انَِّ  ۗ  عَليَْهِمْ  وَصَل ِ  بهَِا وَتزَُك ِ

ُ  ۗ  لَّهُمْ  عَلِيْمٌ  سَمِيْعٌ  وَاللّٰه   

                                                             
18Soetarjo dkk, Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Jakarta: Kemenag,2020)  
19 Agus Salim, Skema Pentasyrufan Zakat Untuk Penanggulangan Covid-

19,(Purwokerto: Universitas Nahdlatul Ulama,2020) hal.  144 
20 Syamsu  al  Din  Muhammad, Nihayatu  al  Muhtaj  ila  Syahri  al  Muhadzab,  (Mesir:  

al Maktabah al Taufikiya, 2012). Juz III. Hal.65 
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 “Ambillah zakat dari harta mereka, untuk membersihkan dan menyucikan 

mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) 

ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” 

Dalam hadits juga dijelaskan betapa pentingnya zakat seperti dalam hadits yang 

diriwayatkan oleh Al-Thabrani yang berbunyi : 

 

عَليَهِ وسَلَّم : باكَِرُوا باِ  عَن عَلي بنِ أبيِ طَا لِب قاَ ل : قاَ لَ رَسُولُ الل صل ى الل

دقَةَِ فاَِ نَّ البلََءَ لَيتَخََطَّاهَا  الصَّ

Dari Ali bin Abi Thalib ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Bersegeralah 

membayar zakat, sebab bala’ bencana tidak akan melangkahinya”. (HR. al-

Thabarani)21 

Adapun orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat  hanya ada 

delapan (asnaf) golongan diantaranya adalah : 

1. Orang fakir, yaitu orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta 

dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya22. 

2. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan 

kekurangan. 

3. Amil Zakat (Pengurus zakat) yaitu orang-orang yang diberi tugas untuk 

mengumpulkan dan membagikan zakat. Menurut UU tentang pengelolaan zakat, 

yang dinamakan Amil Zakat yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh 

pemerintah yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan,mendistribusikan,dan 

mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama23. 

4. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. 

5. Riqāb, yaitu mereka yang tergolong budak yang ingin memerdekanan dirinya 

dengan cara mengansur harga jual dirinya dari pemiliknya. 

                                                             
21 Ibn Hajar ‘Asqalani,Bulughul Maram,(Surabaya: Daarul’ilmi,t.t.),hal.122 
22 Direktorat Pembinaan PTAI,Ilmu Fiqih,(Jakarta:Proyek Pembinaan PTAI,1982), 

hal.261 
23Muhammad Amin Suma,Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan 

Pelaksanaan Lainnya di Indonesia, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2010), hal. 713  
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6. Ghārim, yaitu orang yang berhutang, namun ia berhutang untuk kemsalahatan 

misalnya untuk menafakahi keluarganya agar keluarganya bisa makan, atau untu 

keperluan jihad lainnya. 

7. Fīsabilillah, yaitu mereka yang berjuang dijalan Allah. 

8. ibnu as Sabīl, yaitu orang yang bepergian  dengan tujuan tidak untuk maksiat, 

atau orang yang memberi bantuan kepada orang yang bepergian yang tujuan 

bepergianya tidak untuk maksiat. Hal ini meskipun orang bepergian tersebut 

memiliki harta di rumahnya, ia tetap dianggap ibnu as Sabīl. 

Delapan asnaf diatas telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam QS. At-

Taubah: 60 

عَ  لْ ا ينِ وَ اكِ سَ مَ لْ ا اءِ وَ رَ قَ ُ ف لْ لِ اتُ  َ ق َ د ا الصَّ مَ َّ ن ِ ينَ امِ إ ا وَ عَ لِ هَ يْ ةِ لَ َ ف َّ ل ؤَ مُ الْ

ِيلِ  ب فِي سَ ينَ وَ مِ ارِ غَ الْ قَابِ وَ فِي الر ِ مْ وَ هُ ُ ُوب ل ُ ِ  ق نِ السَّ  وَ اللَّّٰ ِيلِ ابْ  ب

يمٌ  كِ يمٌ حَ لِ ُ عَ اللَّّٰ ِ وَ نَ اللَّّٰ ةً مِ يضَ رِ  فَ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 

miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 

untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 

diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.24” 

Dalam hadits ditegaskan kembali mengenai orang-orang yang berhak 

menerima zakat : 

ِ قاَ لَ : قاَ لَ رَسُ  عَن أبيِ سَعِيدِ  تحَِلُّ صل ى الل عَليَهِ وسَلَّم : لَ الل  ولُ الخًدرِي 

ِ إلَِّ لِخَمسِةِ : لِعاَ مِلِ عَليَهَا أوَ مِسكِينِ تصُد ِ قَ عَليَهِ مِنهَا فأَهَدىَ مِنهَا  دقَةَُ لغنَيِ  الصَّ

  وَ فيِ سَبيِلِ اللِ ترََاها بمَِالِهِ أوَ لِرَغَا رِم  لِغنَيِ   أوَ لِرَجُل  اش

 

“Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: 

Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima 

kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja 

('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli 

zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas 

                                                             
24 Al-Qur’an dan Terjemah 
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ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si 

kaya” (HR. Al-Baihaqi)25 

 

Setelah diumumkan adanya wabah Covid-19 yaitu virus yang dapat 

sangat cepat menyebar melalui droplet (airliur) dan menjadi pandemik di 

Indonesia, terjadi kemerosotan dalam berbagai sektor, terutama dalam sektor 

perekonomian. Karena adanya pandemik tersebut banyak perusahaan yang 

tumbang sehingga mengharuskan untuk mem-PHK karyawannya. Tidak hanya 

itu, hal tersebut juga berdampak bagi para pedagang kecil. Banyak masyarakat 

yang tidak mempunyai pekerjaan sedangkan keluarganya membutuhkan. 

Angka kemiskinan meningkat tajam. Tidak hanya pemerintah yang 

berupaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak, namun juga 

banyak lembaga sosial yang ikut terlibat menyalurkan keuangan ataupun 

sembako untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak. Namun, 

upaya tersebut rupanya belum dapat meng-cover kebutuhan pokok masyarakat. 

Pada bulan Maret Tahun 2020, MUI mengeluarkan fatwa bahwasannya zakat 

diperbolehkan untuk penanggulangan wabah covid-19. Fatwa merupakan bagian 

dari produk hukum Islam yang sudah ada semenjak masa Nabi saw, lalu menjadi 

produk hukum Islam yang berkembang hingga sekarang.  

Fatwa secara etimologi yaitu dari kata al-fatawa yang artinya adalah 

menyelesaikan setiap persoalan. Sedangkan secara istilah, fatwa ialah 

menyampaikan hukum-hukum Allah berdasarkan dalil-dalil syariah yang 

mencakup segala permasalahan26 konsep fatwa dalam hukum Islam 

diorientasikan pada pandangan para ulama yag menjadikan al- Qur’an dan al-

Hadist sebagai landasan hukum dan pedoman hidup. 

Fatwa mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam, 

sehingga fatwa menurut pandangan para ulama adalah bersifat opsional 

”ikhtiyariah” (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat 

secara moral bagi mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain 

                                                             
25Ibn Hajar Asqalani,Loc.Cit.  
26 Muhamad Ibnu Afrelian & Imahda Khoiri Furqon,  Legalitas Dan Otoritas Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan 

Syariah, MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 6, No. 1, 2019. 



 

13 
 

mustafti bersifat ”i’lâniyah” atau informatif yang lebih dari sekedar wacana27.  

Meskipun kedudukan fatwa diIndonesia tidak terlalu kuat, namun apa yang 

diputuskan dalam fatwa merupakan suatu hal yang harus ditaati oleh ummat 

muslim. Karena adanya fatwa telah dipertimbangkan sesuai dengan 

kemashlahatan yang diperlukan oleh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan 

kaidah fiqh : 

فُ الِ مَامِ عَلى الرَّ عِيَّةِ مَنوُطُ باِ المَصلحَةِ   تصََرُّ

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti 

kemaslahatan.”28 

 Hadirnya fatwa dalam hal ini merupakan suatu usaha para alim ulama 

sebagai pemimpin untuk memashlahatkan ummat islam di Indonesia. Dengan 

adanya fatwa, masyarakat yang awam tidak khawatir akan keraguan dalam 

beribadah. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

 

Tinjauan pustaka adalah suatu upaya untuk menelusuri beberapa penelitian 

dan memberikan penjelasan mengenai objek penelitian yang mungkin juga 

mempunyai beberapa kesamaan, meskipun seperti itu peneliti berusaha mencari 

perbedaan atau bahkan melengkapinya apabila terdapat kekurangan. Setelah 

melakukan penelusuran tentang objek penelitian yang berkaitan dengan Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan 

Harta ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) Untuk Penanggulangan Covid-19 dan 

Dampaknya belum ada yang meneliti, namun Terdapat beberapa penelitian yang 

memiliki beberapa kesamaan. 

Skripsi karya Rizky Amelia Ananda Sadik Mahasiswa Jurusan Manajemen 

Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 2015 yang 

berjudul “Implementasi Manajemen ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) Di 

                                                             
27M. Erfan Riadi, Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif 

(Analisis Yuridis), ULUMUDDIN: Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010  
28Boedi Abdullah, Perbandingan Kaidah Fiqhiyah,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2018).  
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BAZNAS Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto” skrispsi tersebut 

memfokuskan pada pembahasan manajemen ZIS yang dikelola oleh Baznas 

Kecamatan Binamu. Sedangkan perbedaan pembahasan dengan penelitian ini 

terletak pada subyeknya. Penelitian ini berfokuskan pada fenomena teranyar 

yaitu pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan 

dampaknya. 

Tesis dengan judul “Analisis Distribusi Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam 

Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus 

BAZNAS Republik Indonesia)” oleh Bidah Sariyati Mahasiswa Pascasarjana 

UIN Salatiga. Dalam tesisnya, Bidah menganalisa distribusi ZIS untuk 

penanggulangan covid dengan berfokus pada perspektif Maqashid Syari’ah. 

Dalam tesisnya tersebut, Bidah menyimpulkan bahwasannya Distribusi ZIS pada 

Baznas RI berperan sebagai solusi yang dihadapi oleh mustahik yang berada 

pada kondisi yang sulit. Distribusi ZIS pada masa pandemi diwujudkan dalam 

bermacam-macam program yang masuk dalam kategori maqashid syariah yaitu 

menjaga agama, jiwa, akal, dan harta. Persamaan penelitian tersebut dengfan 

penelitian ini terletak pada obyek pembahasan yang membahas ZIS dalam 

penanggulangan pandemic covid-19, adapun perbedaannya terletak pada subyek 

yang dianalisa. Jika Bidah menganalisa berdasarkan perspektif syari’ah dengan 

studi kasus BAZNAS, peneltian ini berfokus pada analisa Fatwa MUI No. 23 

Tahun 2020 Tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Covid-

19. 

G. Langkah langkah Penelitian 
 

Penyusunan penelitian diperlukan prosedur atau langkah-langkah penelitian 

guna menunjang apa yang diperlukan seperti metode yang digunakan penelitian 

berupa teknik pengumpulan data, mengolah data, menganalisis data 

menyimpulkan data yang digunakan untuk menjawab penelitian. Penyusun 

menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian 
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Metode penelitian yang digunakan penyusun adalah content analysis (analisa 

isi).yaitu menguraikan secara rinci serta menguraikan dan menganalisis 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang 

Pemanfaatan Harta ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) Untuk Penanggulangan 

Covid-19 Dan Dampaknya. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitin ini adalah kualitatif dengan pendekatan Library Research 

atau bisa juga disebut penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang 

mengambil juga mengolah datayang berasal daribuku-buku ataupun kitab-

kitab yang berkaitan serta memeliki relevansi dengan penelitian ini. Objek 

penelitian tersebut mengenai pemanfaatan harta ZIS untuk penganggulangan 

wabah Covid-19 dan dampaknya 

3. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber ini berisi hal-hal yang merujuk dan erat dengan penelitian ini. 

Adapaun data-data sebagai rujukan utama penelitian ini yaitu: Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomer 23 tahun 2020 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder diambil dari kitab-kitab fiqih, karya ilmiah berupa 

jurnal, buku-buku dan karya lainnya yang membahas tentang 

Pemanfaatan Harta ZIS dan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penyususn adalah dengan cara 

studi kepustakaan melalui tahapan mencari, mengumpulkan, membaca, 

memahami dan menganalisa sumber-sumber data sekunder yang berkaitan 

dengan Pemanfaatan Harta ZIS dan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. 

5. Analisis Data 

Penyusun menggunakan analisa terhadap data-data yang ada. Analisa data 

merupakan langkah awal untuj mnemukan permasalahan kemudian 

perolehan data hingga menuju kesimpulan. Menurut Spradley, terdapat tiga 

tahapan dalam analisanya diantaranya adalah : 1) analisis domain yaitu 
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proses untuk mendapatkan gambaran umum dari objek yang diteliti atau 

dari sebuah isu sosial yang diangkat menjadi tema penelitian. 2) analisis 

taksonomi.. Pada tahap analisis taksonomi semua domain dari data yang 

sudah didapatkan kemudian akan dikaji atau dibedah untuk bisa diketahui 

struktur internalnya seperti apa. Sehingga peneliti bisa mengetahui unsur 

apa saja yang membangun domain-domain data penelitian tersebut. 3) 

analisis komponensial untuk mengetahui ciri spesifik dari semua unsur 

yang menyusun domain data penelitian. Ciri khusus ini kemudian akan 

memberi informasi mengenai perbedaan antara satu domain data dengan 

domain lainnya. 4) analisis tema kultural. Pada tahap ini semua domain 

data yang sudah diketahui ciri spesifiknya kemudian dicari hubungannya 

dengan domain lain. Hubungan antar domain data ini kemudian ditarik 

kesimpulan.  Kesimpulan yang berhasil didapatkan kemudian dirumuskan 

menjadi sebuah kalimat atau judul. Judul ini bisa digunakan peneliti yang 

bersangkutan sebagai judul penelitian. Selain itu juga memberi gambaran 

bagi peneliti untuk menarik kesimpulan atas semua data penelitian yang 

didapatkan29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

29Pujiati, Macam-Macam Analisis Data Kualitatif, duniadosen.com (28 Juni 2021)  
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT, 

INFAQ,SHADAQAH (ZIS) 

 

A. Pengertian Zakat, Infaq,Shadaqah (ZIS) 
 

1. Zakat 

Zakat adalah suatu ibadah dan kewajiban sosial bagi agniya’ (orang yang 

memiliki harta banyak) atau kekayaan yang memenuhi batas minimal (nisbah ) 

dalam rentang waktu satu tahun (haul). Apabila ditinjau dari segi bahasa, kata 

zakat merupakan kata dasar dari zaka yang artinya adalah suci, bersih, tumbuh, 

dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat merupakan sejumlah harta 

tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-orang yang berhak 

menerimannya dengan persyaratan tertentu30. 

Pengertian zakat secara bahasa menurut Abu Bakar Al-Husaini adalah 

كَاةُ : الَنَّمَاءِ وَالْبـرََكَةوَُكَشْرًا كَخَيْر    yang berarti bahwasannya zakat الَزَّ

merupakan subur, berkah dan banyak kebaikan31. Sedangkan dalam kitab fathul 

qarib, pengertian zakat secara bahasa adalah an-namau yaitu 

berkembang,tumbuh, sedangkan secara terminologi zakat merupakan suatu nama 

untuk harta benda tertentu yang diperoleh. 

، يؤُْ صُ خْ مَال  مَ لِ  مَ عًا اسْ رْ شَ ، وَ اءُ مَ ةً النَّ غَ لُ  يَ هِ  اةُ كَ الزَّ  ، ص  وْ صُ خْ مَ  ال  مَ  نْ مِ  ذُ خَ وص 

 .ة  صَ وْ صُ خْ مَ  ة  فَ ائِ طَ لِ  فُ رَ صْ ، يُ ص  وْ صُ خْ مَ  هِ جْ ى وَ لَ عَ 

“Zakat secara bahasa ialah berkembang, dan secara syara’ adalah nama harta 

tertentu yang diambil dari harta tertentu dan diberikan pada golongan tertentu.32” 

                                                             
30 Ahmad Rofiq, Fiqih Kontekstual,(yogyakarta,pustaka pelajar:2004),hal.259  
31 Abu Bakar al-Husaini, Kifayatul Akhyar, (Mesir: Muhammad Ali Subhi Al Azhar, 

1350).  
32 Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili Abu Abdillah 

Syamsudin, Fathul Qarib Al-Mujib fii Syarhi Alfazh al-Taqrib,(Beirut:An-Nashr Wa Al-

Tauzi,t.t.),hal.66 



 

18 
 

Sayyid sabiq dalam kitabnya fiqhi sunnah menjelaskan bahwa zakat 

menurut istilah ialah : 

كَاةُ اسِْمٌ لمايَخْرُجُ عَنْ مَال  اوَْبَدنَ  عَلىَ  جْهِ مَخْصُوْص  وَ ا لزَّ  

  

“Zakat adalah suatu nama bagi suatu yang di berikan baik harta ataupun badan 

atas jalan yang ditentukan.33” 

Pengertian zakat menurut Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Authar 

mendefinisikan bahwasannya zakat ialah : 

كَاةُ اعِْطَ ئِجَزَ مِنَ النَّصَارَ إِلىَ فَقِيْر  وَنَحْوِهِ غَيْرِ منصوبمَِانعِ  شَر    مِنَ الَزَّ

 الصَّرْفِ 

“Zakat ibarat benteng yang melindungi harta benda dari penyakit dengki dan iri 

hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk 

berkembang.34” 

Adapun pengertian zakat menurut Imam Syafi’i ialah pemberian 

sebagian dari harta yang telah ditetapkan oleh agama kepada yang berhak 

menerimanya. Menurut T. M. Hasbi Ash-shidiqy zakat adalah mengeluarkan 

harta dengan sebagai kesuburan, kebaikan, kesucian dan keberkahan, zakat 

merupakan alat mensucikan jiwa dari kekikiran dan dosa35. 

Pengertian zakat untuk mensucikan membersikan jiwa juga disebutkan 

dalam Q.S. At-Taubah[9]: 103 yang berbunyi : 

 

Selain dari ayat diatas yang menjelaskan mengenai pengertian zakat,ada 

pula hadist yang menegaskan tentang kewajiban zakat. Seperti hadits yang 

berikut : 

                                                             
33 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bairut : Maktabah Araby, 1378 H ), hal. 337 
34 Imam Syaukani, Nailul Author Syarh Muntaqa al-Akhbar,(Mesir:Daar Ibnul 

Qayyim,t.t.)  
35 Hasbi Ash-shidiqy, Pedoman Zakat, ( Jakarta : CV Bulan Bintang, 1970 ), hal. 120  
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عَنِ ابْنُ عَبَّاس انََّ النَّبيِ صَلَّى اللُ عَليَْهِ وَسَلمََّ بعُِسَ مُعاَزْ اِلىَ ليمََنْ فذكرَ الحَدِيْثُ 

وَ فيِْهِ انَِّ اللَ قدَْ ا فـتَـرَْضَ عَليَْهِمْ صَدقَةَىَ امَْوَالهَُمْ تاوُخِ ذْ مِنْ اغَْنيِاَ نهِِمْ فـتَـرََ دفَىِ 

رَ ائهِِمْ فـقَُ   

“Dari Ibnu Abbas ra. bahwa sesungguhnya Nabi saw telah mengutus muaz ke 

Yaman lalu beliau bersabda ‘sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat pada 

harta mereka yang diambil dari orang kaya diantara mereka dan diberikan 

kepada orang fakir.36’” 

Zakat ditinjau dari segi fiqih yaitu “sejumlah harta tertentu yang di 

wajibkan Allah untuk di serahkan kepada orang-orang yang berhak” menuut 

Nawawi di samping mengeluarkan jumlah tertentu jumlah yang di keluarkan 

dari kekayaan itu disebut zakat karena yang di keluarkan itu menambah banyak, 

membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan37. 

Berdasarkan pengertian zakat diatas, dapat disimpulkan bahwasannya 

zakat merupakan harta yang dikeluarkan untuk golongan tertentu sebagai salah 

satu cara untuk mensucikan jiwa dari sifat kikir dan dosa yang memberikan 

dapat memberikan keberkahan dan kesejahteraan bagi orang banyak. Zakat juga 

merupakan rukun islam yang ke-tiga, dengan demikian zakat ini merupakan 

suatu hal yang wajib untuk dipenuhi oleh ummat islam.  

Adapun harta yang wajib untuk dizakati, menurut zumhur ulama terdapat 

lima perkara. Sebagaimana disebutkan pula dalam kitab fathul qarib : 

َ لَ  مِ النَّعَ بِ  رَ بَّ عَ  وْ لَ ي(. وَ اشِ وَ : المَ يَ هِ ، وَ اء  يَ شْ أَ  ة  سَ مْ ي خَ فِ  كاةُ الز   بُ جِ )تَ  ى، لَ وْ أَ  نَ كا

 بُ هَ ا الذَّ هَ بِ  دَ يْ ر  أُ ( وَ انُ مَ ثْ لَ ا. )وَ ص ِ خَ ي الَ ا فِ نَّ هُ  مُ الكلَ ي. وَ اشِ وَ المَ  نَ مِ  صَّ خَ ا أَ هَ نَّ لَِ 

ُ ( وَ عُ وْ رُ الزَّ ، )وَ ةَ ضَّ الف  وَ   .ةِ ارَ جَ الت    ضُ وْ رُ عُ وَ ، ارُ مَ الثَّ ، وَ اتُ وَ قْ ا الَ هَ ب   دَ يْ ر  أ

 

“Zakat wajib dilakukan di dalam lima perkara. Lima perkara tersebut adalah 

hewan ternak. Apabila mushanif mengungkapkan dengan bahasa an-na’am maka 

hal itu lebih baik karena bahasa an-na’am  lebih khusus cakupannya daripada 

                                                             
36 Muhammad bin Ismail Akhalani, Subulus Salam, (Mesir : Mustafa Babil Halaby, 1182 

H). hal. 120  
37 Yusuf Qardhawi, Fiqih al-Zakat, (Jakarta : Pustaka Literal Antar Nusa, 1983 ), hal. 34 
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bahasa al masyawi , dan pembahasan disini adalah mengenai binatang ternak 

yang lebih khusus. Yang kedua, al atsman (mata uang) dalam hal ini seperti 

emas dan perak, dan yang ketiga az-zuru’ (hasil pertanian), yang dimaksud 

dalam hal ini adalah bahan makanan penguat badan. Dan yang keempat dan 

kelima adalah buah-buahan dan barang dagangan.38” 

 

Berdasarkan uraian diatas, bahwa zakat wajib dilakukan dalam lima 

perkara diantaranya : hewan ternak, emas dan perak, hasil dari pertanian, buah-

buahan dan barang dagangan. Hewan ternak yang wajib untuk di zakati juga ada 

tiga jenis yaitu unta,sapi. Adapun syarat wajib zakat, secara umum yaitu : 

merdeka, muslim, baligh,berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai 

nishab dan mencapai haul. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid disebutkan bahwa 

orang-orang yang wajib atasnya zakat oleh ulama adalah orang muslim, 

merdeka, berakal, telah mencapai nisab dan milik sempurna. Sebagaimana 

kutipan berikut: 

 

ا عَلىَ مَنْ تجَِ بَ الزَّ كَاةَ فإِنِـَّهُمْ اتِـَّفْقوُ انِـَّهَا عَلىَ كُلِ  مُسْلِمِ حَارِب  بَلِغ  عَاقِل   وَامَِّ

اتاَمًامَالِك  النَّصَابِ مَلِكً   

 “Adapun orang-orang yang wajib atasnya disepakati oleh ulama adalah Orang 

muslim, merdeka, berakal, sampai nisab dan milik yang sempurna39” 

Adapun orang-orang yang wajib menerima zakat menurut zumhur ulama 

terdapat delapan golongan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surat At-

Taubah[9]: 60 yaitu : 

 

قاَبِ   دقَٰتُ لِلْفقَُرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعاَمِلِيْنَ عَليَْهَا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُْبهُُمْ وَفىِ الر ِ انَِّمَا الصَّ

ُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ  ِ وَاللّٰه نَ اللّٰه ِ وَابْنِ السَّبيِْلِ فرَِيْضَةً  مِ   وَالْغاَرِمِيْنَ وَفيِْ سَبيِْلِ اللّٰه

 

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil 

zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, 

untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang 

                                                             
38 Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili Abu Abdillah 

Syamsudin,Loc.Cit. 
39 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid,(Digital Library: Maktabah 

Syamilah,t.t.) 
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yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha 

Mengetahui, Mahabijaksana.40” 

 

Adapun jenis zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat fithrah dan 

zakat maal. Zakat fithrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang 

muslikm menjelang hari raya idul fitri pada bulan Ramadhan. Zakat tersebut 

telah memiliki takaran yang telah ditentukan, yaitu 2,5 kg/3.5 liter makanan 

pokok disuatu daerah tersebut. Sedangkan Zakat maal atau zakat harta 

merupakan  zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah 

mencapai jumlah tertentu (nishab). Adapun jenis zakat maal yang wajib untuk 

dizakati menurut imam Syafi’i adalah harta yang telah mencapai nishabnya dari 

harta-harta berikut : 

1) Dari emas dan perak sebagaimana dalam Q.S. At-Taubah : 34, 

2) Hasil pertanian dan perkebunan sebagaimana dalam Q.S. Al-An’am : 141, 

3) Aset Perdagangan sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah : 267, 

4) Hasil yang dikeluarkan dari bumi (barang tambang), 

5) Binatang ternak, 

6) Zakat profesi. 

Berdasaarkan uraian diatas, tentu saja dari setiap jenisnya memiliki 

ketentuannya tersendiri. Seperti halnya dalam zakat emas dan perak wajib 

dizakati apabila telah mencapai nishabnya. Bagi emas nishabnya adalah 85 gram 

emas murni atau sekitar 20 dinar, sedangkan untuk perak adalah 673 gram atau 

setara 200 dirham. Zakat ini juga dapat berlaku untuk uang tunai, tabungan, cek, 

saham, surat berharga, yang setara dengan nishab emas dan perak. Sedangkan 

untuk nishab dari zakat pertanian dan perkebunan juga memiliki nishab yang 

berbeda. Bagi hasil pertanian yang berasal dari makanan pokok, nishabnya 

adalah 653 kilogram gabah kering atau setara dengan 520kg beras.sedangkan 

untuk zakat perdagangan nishabnya sama setara dengan nishab pada emas yang 

dikeluarkan sebanyak 2,5% dari laba bersih. Begitupun dengan zakat hasil 

tambang dan zakat profesi memiliki nishab yang sama dengan emas. Sedangkan 

                                                             
40Al-Qur’an dan Terjemah  
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zakat dari binatang ternak memiliki nishab yang berbeda pada setiap jenis hewan 

dan umurnya41. 

2. Infaq 

Infaq berasal dari kata  anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk 

kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq adalah 

mengeluarkan sebagian dari harta atau untuk suatu kepentingan yang 

diperintahkan ajaran Islam. Infaq secara bahasa (lughat) juga berasal dari Bahasa 

Arab anfaqo-yunfiqu, yaitu membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi 

khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Maka 

dari itu, Infaq tidak hanya dalam bentuk materi saja, infaq dihukumi sunnah, 

mubah bahkan ada yang haram. Menurut kamus Bahasa Indonesia Infaq ialah 

mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut 

terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau 

pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran 

Islam42. 

Infaq adalah mengeluarkan harta dengan suka rela yang di lakukan 

seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan 

jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, setiap kali ia memperoleh 

rizki, sebanyak yang ia kehendakinya43. Menurut Ibn Faris Ibn Zakariyah, kata 

infaq secara bahasa mempunyai dua makna pokok, yakni yang pertama adalah 

terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, dan yang kedua adalah 

tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu44. 

Dalam al Qur‘an kata infaq disebutkan secara berulang yang jumlahnya 

sebanyak 73 kali, sama dengan jumlah kata al ridlo (yang berarti 

keikhlasan/kerelaan) sebanyak 73 kali. Hal tersebut juga merupakan salah satu 

bentuk mukjizat dan keistimewaan al Qur‘an, dimana tidak ada suatu bacaan 

                                                             
41Fiqh Imam Syafi’i Bab Zakat 
42 Mukmin Mukri, Infaq dan Shadaqah (Pengertian, Rukun, Perbedaaan Dan Hikmah), 

(Palembang: Widyaiswara,2020),hal.2 
43Ibid.,hal.3 
44 Ibn Faris Bin Zakariyah, Mu’jam Maqayis al-Lughah, (Mesir : Mustafa al-Baby al-

Halabiy Wa Awladuh, 1972). 
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yang dihitung, bukan hanya ayat-ayatnya akan tetapi huruf-hurufnya juga45. 

Infaq dapat dilakukan oleh semua orang, baik ketika orang tersebut adalah 

aghniya (orang yang banyak harta) ataupun fakir. Baik diwaktu luang ataupun 

diwaktu yang sempit. Hal teserbut juga di jelaskan dalam QS. Ali Imran [3]: 134 

sebagai berikut : 

 

ينَ  افِ عَ الْ ظَ وَ يْ غَ لْ ينَ ا مِ اظِ كَ الْ ءِ وَ ا رَّ الضَّ اءِ وَ رَّ قُونَ فِي السَّ فِ نْ ُ ينَ ي ذِ الَّ

ينَ  نِ سِ حْ مُ لْ بُّ ا ُ يُحِ اللَّّٰ اسِ  وَ لنَّ نِ ا  عَ

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang 

maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan 

(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” 

 

Berdasarkan tafsiran dari Tafsir Jalalain Arti dari kata  َُون ق فِ ُنْ  orang) ي

yang mengeluarkan nafkah) disini adalah orang yang mengeluarkan hartanya 

untuk menaati Allah (baik di waktu lapang maupun di waktu sempit dan yang 

dapat menahan amarahnya) hingga tidak melampiaskannya walaupun 

sebenarnya ia sanggup (dan yang memaafkan kesalahan manusia) yang 

melakukan aniaya kepadanya tanpa membalasnya (dan Allah menyukai orang-

orang yang berbuat kebaikan) seperti pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan itu 

dan akan memberi mereka balasan.  

Kata infaq juga diartikan sebagai nafkah atau harta yang dikeluarkan untuk 

keluarganya, orangtua, kerabat, dan anak yatim piatu. Tidak terbatas pada 

golongan tertentu. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah[2]: 215 dijelaskan : 

ُونَ  ق فِ ُنْ ا ي اذَ كَ مَ ُونَ لَ أ سْ َ  ۗ  يَ د لِ ا وَ لْ لِ ر  فَ يْ نْ خَ ُمْ مِ ت قْ فَ َنْ ا أ لْ مَ ُ نِ ق يْ

يلِ  ِ ب نِ السَّ ابْ ينِ وَ اكِ سَ مَ لْ ا ىٰ وَ َامَ ت يَ الْ ينَ وَ ِ ب رَ َقْ الْ نْ  ۗ  وَ ُوا مِ ل عَ َفْ ا ت مَ وَ

يمٌ  لِ هِ عَ ِ َ ب ِنَّ اللَّّٰ إ ر  فَ يْ  خَ

                                                             
45 Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan 

Liar, ZISWAF, Vol. 3, No. 1, Juni 2016 
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“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: ‘Apa saja 

harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum 

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang 

dalam perjalanan’. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahuinya.” 

 

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya infaq 

adalah harta yang dapat dikeluarkan oleh siapapun dan utuk siapapun dengan 

tujuan untuk beribadah kepada Allah dan untuk berbuat baik kepada sesama 

manusia. Kata infaq dalam Al-Qur’an bentuknya tidak hanya mengenai harta 

benda, tetapi juga selainnya. Dari sini dapat dipahami, bahwasannya ayat-ayat 

Al-Quran secara tegas menyebutkan kata harta setelah kata infaq. Seperti dalam 

QS al-Baqarah ayat 262 : 

 

ا  نًّ فَ قُوا مَ َنْ ا أ ِعُونَ مَ ب ْ ت ُ ُمَّ لَ ي ِ ث ِيلِ اللَّّٰ ب مْ فِي سَ هُ َ ل ا وَ َمْ قُونَ أ فِ نْ ُ ينَ ي ذِ الَّ

ُونَ  ن زَ حْ مْ يَ لَ هُ مْ وَ هِ يْ َ ل فٌ عَ وْ لَ خَ مْ وَ هِ ِ ب  َ رَ د نْ مْ عِ هُ رُ َجْ مْ أ هُ َ َذًى  ل لَ أ  وَ

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka 

tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut 

pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka 

memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap 

mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” 

 

 Selain ayat diatas yang menyebutkan kata infaq secara beriringan dengan 

kata harta,terdapat ayat Al-Quran yang tidak menggandengkan kata infaq dengan 

kata harta, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya infaq mencakup segala 

macam rezeki Allah yang diperoleh manusia. Seperti yang termaktub dalam QS 

al-Ra‘d ayat 22 : 

لَةَ ا ا اهمُْ ا لَنيِةًَ الْ  الَّذِينَ ا ئكَِ لهَُمْ الدَّاابْتغِاَءَ امُوا الصَّ يِ ئةََ لَٰ رحَسَنةَِ السَّ  

“Dan orang-orang yang mencari keridhoan Tuhannya, mendirikan shalat, dan 

menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara 

sembunyi atau terang-terangan, serta terang-terangan membantu; orang-orang 

itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik).” 
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Begitu pentingnya berinfaq, karena didalamnya terdapat banyak 

keberkahan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Yahya Bin Syarf An-

Nawawi bahwasannya : 

 

أنفقي أوَِ انْفحَِي ، أوَْ انْضَحِي ، وَلَ تحُصي فيَحُْصِي اللُ عَليَْكِ ، وَلَ توُعي 

 فيَوُعي اللُ عَليَْكِ 

 

“Infaqkanlah hartamu. Janganlah engkau menghitung-hitungnya (menyimpan 

tanpa mau mensedekahkan). Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan 

barokah rizki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika 

tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu.” 

  

Meskipun sifat infaq tidak wajib seperti zakat, namun demikian Allah 

sangat menganjurkan ummat-Nya untuk mengeluarkan hartanya dengan 

menginfaqkannya dijalan Allah. Namun, seperti yang telah dijelaskan diawal, 

bahwasannya hukum dari infaq tersendri terbagi menjadi empat macam, sesuai 

dengan keadaan dan subyeknya. Diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Infaq mubah yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mubah seperti dalam 

usaha dan perdagangan, 

b. Infaq wajib mengeluarkan harta untuk hal-hal yang wajib seperti dalam 

pembayaran sekolah, menafkahi istri dan keluarga, dan lain sebagainya. 

c. Infaq haram; mengeluarkan harta untuk perkara haram seperti menginfaqan 

untuk perbuatan maksiat dan atau infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar 

Islam.  

d.  Infaq sunnah; mengeluarkan harta dengan niatan sedekah. Infaq jenis ini ada 

dua macam; infaq untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan. 

 Dalam mengeluarkan harta untuk berinfaq juga telah diatur dalam Al-

Qur’an bahwasanyya infaq haruslah sebagai berikut : 



 

26 
 

a. Menginfaqkan dengan harta yang sepenuhnya kita miliki,tidak bercampur 

ataupun bukan harta milik oranglain. Hal tersebut dijelaskan dalam  QS. Al-

Taghabun: 16 : 

ىِٕكَ الْمُفْلِحُوْنَ 
ۤ
َ نْفسُِكُمْ اوُلٰ َ ا ا اسْمَعوُْا اطَِيْعوُْا انَْفِقوُْا ا لِ   اتَّقوُا اللّٰه

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah 

serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang-siapa 

dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” 

b. Menginfaqkan harta sesuai dengan kemampuan, tidak memaksakan. 

Sebagaimana dalam QS. Al-Thalaq: 7  

ُ الِينُْفِقْ ليَْهِ لْينُْفِقْ اٰتٰىهُ  ُ لَ لِ فُ اللّٰه   ۗ  الَِّ اٰتٰىهَا اللّٰه

“Hendaklah orang yang memiliki keluasan nafkah menurut kemampuannya, dan 

orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang 

diberikan Allah kepadanya. Allah tidak diberikan kepada seseorang melainkan 

(sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya.”  

c.  Harta yang dibelanjakan/di infaqan berasal dari harta yang baik, tidak 

didapatkan dengan cara yang bathil. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 267 

 

ُوا مِ  ق فِ َنْ أ نُوا  ينَ آمَ ذِ لَّ ا ا هَ ُّ َي أ ا  َ اتِ ي َ ب ِ ي  ُ ا كَ مَ نْ طَ ت بْ مَّ سَ مِ مْ مْ وَ كُ َ ا ل َ ن جْ رَ َخْ ا أ

فِ  ُنْ هُ ت نْ يثَ مِ بِ خَ لْ وا ا مُ مَّ َيَ لَ ت ضِ  وَ رَْ نَ الْ لَ قُونَ مِ ِآخِ  وَ ُمْ ب ت يسْ َنْ ذِ ِلَّ أ هِ إ

يهِ  وا فِ ضُ مِ ُغْ ٌ  ت يد مِ يٌّ حَ نِ َ غَ َنَّ اللَّّٰ وا أ َمُ ل اعْ  وَ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi 

untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 

menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa 

Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” 

d. Tidak bersifat berlebihan (israf) dan tidak pula berifat kikir. Sebagaimana dalam 

QS. Al-Furqan: 67. 

وْا وَكَانَ بيَْنَ ذٰلِكَ قَوَامًايسُْرِفوُْا وَلمَْ يَقْترُُ وَالَّذِيْنَ اذِاَ انَْفَقوُْا لمَْ    
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“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang 

apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di 

antara keduanya secara wajar,” 

e. Tidak bersikap boros dalam membelanjakan harta infaq. Seebagaimana dalam 

QS. Al-Isra’: 26 

رْ تبَْذِيْرًاوَاٰتِ ذاَ الْقرُْبٰى حَقَّه وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبيِْلِ     وَلَ تبُذَ ِ

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan 

orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan 

(hartamu) secara boros.” 

3. Shadaqah. 

Shadaqah berdasarkan lughat atau bahasa berasal dari bahasa Arab ash- 

shadaqa, yang artinya adalah jujur, benar, dan ikhlas. Pada awal pertumbuhan 

Islam, shadaqah diartikan dengan pemberian yang disunahkan (sedekah sunah). 

Sedangkan menurur istilah shadaqah ialah memberikan sesuatu tanpa imbalan 

kecuali hanya mengharapkan pahala dan ridha dari Allah Swt. Dengan demikian, 

shadaqah mempunyai pengertian yang luas. Orang yang bershadaqah merupakan 

orang yang ikhlas memberikan atau mengeluarkan hartanya kepada seseorang 

tanpa meminta imbal balik dengan tujuan ikhlas membantu demi menggapai 

ridha Allah. Sebagaimana dalam QS. Al-Hadid : 18. 

 

فُ  اعَ ا يُضَ ً ن سَ ا حَ رْضً َ قَ وا اللَّّٰ رَضُ َقْ أ اتِ وَ َ ق د ِ مُصَّ لْ ا ينَ وَ ِ ق د ِ مُصَّ نَّ الْ إِ

يمٌ  رِ رٌ كَ َجْ مْ أ هُ َ ل مْ وَ هُ َ ل  

 

“Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik 

laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 

baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi 

mereka pahala yang banyak.” 
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Dengan demikian, ketika bersedakah seseorang tidak boleh menyebut-

nyebut pemberian dan menyakiti penerima, karena sedekah itu haruslah diniati 

dengan ikhlas dan karena Allah. Dalam QS. al-Baqarah: 264 disebutkan : 

 

رِئاَۤءَ  ۗ  هالَّذِيْ ينُْفِقُ مَالَ كَ   ۗ  الْذَٰىوَ مَن ِ الْ ايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لَ تبُْطِلوُْا صَدقَٰتكُِمْ بِ ۗ  يٰ 

خِرِ  ِ وَالْيَوْمِ الْٰ َ ثلَِ صَفْوَاكَمَ  ۗ  لهُفمََثَ   ۗ  النَّاسِ وَلَ يؤُْمِنُ بِاللّٰه  ۗ  صَابهَن  عَليَْهِ ترَُابٌ فاَ

مَّ  ۗ  وَابِلٌ فتَرََكَه ُ سَبوُْ ا كَ صَلْداً  لَ يقَْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْء  مِ   لَ يهَْدِى الْقَوْمَ ا  وَاللّٰه

 الْكٰفِرِيْنَ 

 
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan 

menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang 

menginfakkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia dan dia tidak 

beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu 

yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, 

maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun 

dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada 

orang-orang kafir.” 

 

Berdasarkan ayat diatas, dalam orang yang bersedekah namun ia terus 

menyebut sedekah yang ia berikan atau bahkan menyakiti perasaan orang yang 

menerima zakat, maka zakat yang telah ia keluarkan rusak, tidak berguna 

baginya. Yang diumpakan seperti batu yang licin, agar batu tersebut tidak licin 

maka ditaburi debu, namun kemudian turun hujan mengguyur batu yang telah 

ditaburi debu tersebut, debu habis terguyur oleh hujan, dan batunya kembali 

licin, itulah perumpamaan orang yang bersedekah namun riya’ terhadap 

sedekahnya. 

 

 

B. Perbedaan Zakat, Infaq, Shadaqah 
 

Sekilas pengertian antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah hampir sama. Yaitu 

sama sama mengeluarkan rezeki yang diberikan Allah untuk suatu hal yang 
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dilakukan atas nama Allah, yang memberikan kemashlahatan dan membantu 

ummat. Namun demikian, tentunya antara Zakat, Infaq, dan shadaqah berbeda. 

Berikut tabel mengenai perbedaan antara Zakat,Infaq, dan Shadaqah yang telah 

penulis rangkum dari uraian pembahasan sebelumnya mengenai Zakat, Infaq, 

dan Shadaqah : 

 

PERBEDAAN ZAKAT,INFAQ, SHADAQAH 

  Zakat Infaq Shadaqah 

 

Hukum 

 

Wajib bagi yang 

Memenuhi syarat 

 

Sunnah, wajib, 

Mubah, dan haram 

 

Sunnah, dan 

wajib 

  

Nishab  Ada nishab Tidak ada nishab Tidak ada 

nishab 

Haul Ada haul Tidak ada haul Tidak ada haul 

Mustahiq 8 asnaf yaitu: 

Fakir, Miskin, Amil, 

Muallaf, Garim, 

Fisabilillah, Ibnu Sabil 

dan Rikaz 

Lebih utama: 

keluarga, kerabat, 

orang/lembaga 

yang sangat 

membutuhkan 

Lebih utama: 

keluarga, 

kerabat, 

orang/lembaga 

yang sangat 

membutuhkan 

Bentuk Harta/Materi Harta/Materi Harta/Materi 

dan Non Materi 

 

Tabel 1.2. Perbedaan Zakat, Infaq, Shadaqah 

 

Berdasarkan tabel diatas, terdapat lima perbedaan antara Zakat, Infaq, dan 

shadaqah. Dengan demikian, antara Zakat, Infaq, dan shadaqah adalah berbeda. 

Sehingga dalam manajemen pengelolaannyapun berbeda. 
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C. Mustahiq Zakat, Infaq, Shadaqah 
 

1. Mustahiq Zakat 

Mustahiq secara bahasa diambil dari bahasa arab yaitu kata istahaqqa-

yastahiqqu artinya adalah berhak. Pengertian mustahiq biasanya disandingkan 

dengan zakat. Sehingga diartikan bahwasannya mustahiq zakat merupakan 

orang yang berhak menerima zakat. Dalam Al-Qur’an sendiri Mustahiq zakat 

telah diperinci terbagi menjadi delapan golongan. Sebagaimana dalam Q.S. At-

Taubah [9]: 60 : 

دقَٰتُ لِلْفقَُرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعاَمِلِيْنَ عَليَْهَا  قاَبِ انَِّمَا الصَّ وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُْبهُُمْ وَفىِ الر ِ

ُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ  ِ وَاللّٰه نَ اللّٰه ِ وَابْنِ السَّبيِْلِ فرَِيْضَةً مِ    وَالْغاَرِمِيْنَ وَفيِْ سَبيِْلِ اللّٰه

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil 

zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, 

untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang 

yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha 

Mengetahui, Mahabijaksana.” 

 

Ayat diatas memiliki keterkaitan atau munasabah dengan ayat At-Taubah 

ayat 58 yang menjelaskan mengenai orang-orang munafiq yang menerima zakat, 

sehingga pada ayat 60 Allah menegaskan mengenai siapa saja yang berhak 

untukk menerima. Demikian asbabulnuzul atau asal turunnya At-Taubah : 60 

bermula dari kaum munafiq yang merasa berhak menerima zakat padahal ia 

tidak berhak, serta kaum tersebut mencela Nabi bahwasannya Nabi tidak 

bersikap adil dalam membagikan zakat karena didasarkan pada iri hati tidak 

mendapatkan bagian zakat.  Kemudian Allah menurunkan ayat 60 sebagai 

pembenaran dari sikap Nabi, dan menegaskan kembali delapan golongan yang 

berhak mendapatkan zakat. 

Berdasarkan ayat diatas disebutkan bahwasannya golongan yang berhak 

mendapatkan bagian atas zakat terbagi menjadi delapan golongan, yaitu: 
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a. Fakir, secara general fakir adalah orang yang tidak mampu mencukupi 

kebutuhannya, ia berusaha tetapi hasilnya tidak dapat memenuhi segala 

kebutuhannya46. 

b. Orang miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan, akan tetapi 

penghasilannya belum cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. 

c. Amil, yaitu panitia yang bertugas memungut dan mengumpulkan zakat. dan 

memberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Panitia ini 

disyaratkan mempunyai sifat jujur dan menguasai hukum zakat. 

d. Muallaf, yakni mereka yang baru saja masuk agama Islam. Golongan ini 

dilihat dari imannya belum benar-benar kokoh benar, karena itu masih 

memerlukan berbagai penyantunan yang menggembirakan. 

e. Riqab,yaitu budak atau orang yang sedang menjadi tawanan perang. Orang 

yang berada dalam kekuasaan orang lain dan harus selalu tunduk kepada 

tuannya. Budak (raqabatin) asal katanya yaitu kuduk atau leher. Seorang 

yang telah jatuh dalam perbudakan keadaanya sama dengan orang yang 

terbelenggu lehernya. Dia sudah tidak bebas karena lehernya telah 

dibelenggu oleh kekuasaan tuannya atas dirinya47. 

f. Gharim, yakni orang yang berhutang demi mencukupi kebutuhan hidup 

yang primer atau maksud lainnya sifatnya halal. Lilitan hutang akhirnya 

menyebabkan orang tersebut tidak mampu lagi mengembalikannya.  

g. Fi Sabilillah, yakni berbagai bentuk usaha dan perjuangan untuk 

menyebarluaskan agama Islam serta mempertahankannya. Dalam 

pengertian ini dapat dimasukkan segala amalan yang memang dengan 

sengaja dimaksudkan untuk da’wah Islam ammar ma’ruf nahi mungkar, 

semacam pendirian sekolah atau madrasah Islam, rumah sakit Islam, 

mushalla, pembiayaan organisasi perjuangan zakat dan lain sebagainya. 

h. Ibnu Sabil, ialah musafir (orang yang sedang bepergian) untuk 

melaksanakan suatu hal yang bersifat baik, bukan dalam melakukan 

                                                             
46Rafika Ariandini, Pribumisasi Islam dalam Tafsir al Azhar pada Q.S. At-Taubah : 60 

Tentang Mustahi Zakat, MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab 

dan Humaniora, IAIN Purwokerto Edisi: Januari-Juni, Vol. 4, No. 1, 2019 
47Loc.Cit.  
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kemaksiatan. Dimana jika ia tidak dibantu, maka tujuannya tidak akan 

tercapai.  

 

2. Mustahiq Infaq 

Orang-orang yang berhak untuk menerima infaq lebih diutamakan dalah 

dari yang terdekat, seperti menafkahi orangtua, istri dan keluarga, membantu 

kerabat, anak yatim-piatu,dsb. dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 215 dijelaskan 

mengenai golongan orang-orang yang berhak untuk menerima infaq diantaranya 

adalah : 

لِ  َ ف ر   ْ ي نْ خَ مِ ُمْ  ت قْ َ ف ْ َن أ ا  لْ مَ ُ ونَ  ق ُ ق ِ ف نْ ُ ا ي َ اذ كَ مَ َ ون ُ َل أ سْ َ اي وَ نِ لْ يْ َ د رَ لِ َقْ لْ ا ىٰ  وَ مَ َا ت َ ي ْ ل ا وَ ينَ  ِ ب

ا يلِ وَ ِ ب لسَّ نِ ا ْ اب ينِ وَ اكِ سَ مَ ِنَّ  لْ إ َ ف ر   ْ ي نْ خَ مِ وا  ُ ل َ ع فْ َ ا ت مَ َ وَ هِ اللَّّٰ ِ ب يمٌ عَ    لِ

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: ‘Apa saja 

harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum 

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang 

dalam perjalanan’. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahuinya.” 

 

 Berdasarkan ayat diatas, ada beberapa orang yang harus diutamakan 

untuk menerima infad diantaranya adalah : 

a. Orangtua, orangtua merupakan orang yang paling utama yang berhak untuk 

mendapatkan infaq dari anaknya. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Isra’[17]: 23 yang 

berbunyi ; 

 

ا يَبْلغُنََّ عِنْدكََ الْكِبرََ احََدهُُ  مَا اوَْ كِلٰهُمَا فلََ تقَلُْ لَّهُمَا افُ   وَقضَٰى رَبُّكَ الََّ تعَْبدُوُْا الَِّ ايَِّاهُ وَباِلْوَالِديَْنِ احِْسٰناً اِمَّ

لَ  تنَْهَرْهُمَا وَقلُْ لَّهُمَا قَوْلً كَرِيْمًا وَّ  

 

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia 

dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara 

keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, 

maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” 

dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya 

perkataan yang baik.” 

 

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwasannya, berbuat baik kepada 

orangtua merupakan kewajiban, orang yang paling diutamakan. 
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b. Kerabat, secara umum kata kerabat menurut kamus bahasa Indonesia yaitu orang 

terdekat atau orang yang mempunyai ikatan keluarga. Dalam hal ini, kelompok 

kerabat bisa seorang istri, saudara, sepupuk, dan lain sebagainya yang 

mempunyai hubungan keluarga. 

Dalam Al-Qur’an disebutkan betapa pentingnya untuk berbuat baik kepada 

kerabat, salah satunya dalam Q.S. An-Nuur [24]:22 

 

ِ وَلْيَعْفوُْا ا اوُلِى ۗ  وَلَ يأَتْلَِ اوُلوُ الْفضَْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعةَِ انَْ يُّؤْتوُْ  الْقرُْبٰى وَالْمَسٰكِينَْ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فيِْ سَبيِْلِ اللّٰه

حِيْمٌ  ُ غَفوُْرٌ رَّ ُ لَكُمْ وَاللّٰه  وَلْيصَْفحَُوْا  الََ تحُِبُّوْنَ انَْ يَّغْفِرَ اللّٰه

 

“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di 

antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada 

kerabat(nya), orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, 

dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka 

bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” 

 

c. Anak Yatim-Piatu 

Yatim-piatu adalah seorang anak yang sudah tidak memiliki ayah dan ibu 

karena ditinggal wafat. Nabi Muhammas SAW. sangat memuliakan anak yatim-

piatu. Demikian, ummatnya pun harus dapat memuliakan anak yatim-piatu. 

Dalam Q.S. An-Nisa[4]: 40 Allah menegaskan pada hamba-Nya untuk berbuat 

baik kepada anak yatim-piatu : 

 

ة  وَانِْ تكَُ حَسَنةًَ يُّضٰعِفْهَا وَ  َ لَ يظَْلِمُ مِثقْاَلَ ذرََّ يؤُْتِ مِنْ لَّدنُْهُ اجَْرًا عَظِيْمًاانَِّ اللّٰه  

 

“Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar dzarrah, dan 

jika ada kebajikan (sekecil dzarrah), niscaya Allah akan melipatgandakannya 

dan memberikan pahala yang besar dari sisi-Nya.” 

d. Orang miskin, orang miskin ialah orang yang tidak mampu mencukupi 

kebutuhan primernya, meskipun ia telah berusaha agar dapat memenuhi 

kebutuhannya. Dalam Q.S. An-Nisa[4]: disebutkan bahwa: 
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نْهُ وَقوُْلوُْا لهَُمْ قوَْلً   وَاِذاَ حَضَرَ الْقِسْمَةَ اوُلوُا الْقرُْبٰى وَالْيتَٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فاَرْزُقوُْهمُْ م ِ

عْرُوْفاً  مَّ

 

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim 

dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan 

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” 

e. Orang yang sedang dalam perjalanan 

Orang yang berhak mendapatkan infaq salah satunya adalah orang yang 

sedang dalam perjalanan dalam kebaikkan, tidak dalam perjalanan untuk berbuat 

maksiat. Selain itu, orang yang dalam perjalanan ini tidak mampu untuk 

kebutuhan hidupnya selama diperjalanan atau kehabisan bekal. Meskipun 

dirumahnya ia adalah orang kaya, namun ketika diperjalanan ia kehabisan bekal 

maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan infaq. 

3. Mustahiq Shadaqah 

Ada beberapa golongan orang yang berhak menerima shadaqah, setiap 

ulama berbeda pendapat mengenai siapa saja yang berhak untuk mendapatkan 

shadaqah. Menurut Syekh Zainuddin Al-Malyabari dalam kitabnya Fathul 

Mu'in, beliau menjelaskan bahwasannya orang-orang yang berhak mendapatkan 

shadaqah diantaranya adalah.  

  جِ وْ الزَ  مَّ ثُ  مِ حارَ المُ  نَ مِ  بَ رَ قْ الَ فَ  بُ رَ قْ لى الَ وَ أَ  هٌ تُ قَ فْ نَ  هُ مَ لزُ  تَ لَ  بِ يْ رِ لقَ ا ِهَ اؤُ طَ عْ إِ وَ 
و أَ

   رِ يْ غَ  مَّ ثُ  ةِ جَ وْ الزَّ 

“Memberikan sedekah sunnah kepada kerabat yang tidak menjadi tanggung 

jawab nafkahnya itu lebih utama. Baru kemudian kerabat paling dekat 

berikutnya, berikutnya yang bersumber dari keluarga yang haram dinikah 

(mahram), suami/istri, kemudian keluarga non-mahram, keluarga dari ayah ibu, 

mahram sebab sepersusuan, berikutnya adalah mertua.”  

Adapun menurut Imam Nawawi, urutan orang-orang yang berhak untuk 

menerima sedekah. harus mempertimbangkan kemampuan finansial si penerima.  
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كَاةِ وَالْكَفَّارَةِ صَرْفهَُا إلىَ قاَلَ أصَْحَابنُاَ يسُْتحََبُّ فِ  عِ وَفيِ الزَّ ي صَدقَةَِ التَّطَوُّ

 الْقَاَرِبِ إذا كانو بصِِفةَِ الِسْتحِْقاَقِ وَهمُْ أفَْضَلُ مِنْ الْجََانبِِ 48

 “Menurut sahabat-sahabat kami, disunnahkan pada sedekah yang sunnah, zakat, 

kaffarah untuk diterimakan kepada sanak kerabat jika memang mereka adalah 

orang yang masuk kategori mustahiq zakat. Jika mereka masuk kategori 

tersebut, lebih utama daripada diberikan kepada orang lain.” 

Berdasarkan kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya memberi 

pada kerabat terdekat yang kekurangan secara financial lebih diutamakan 

daripada memberikan sedekah pada orang lain. Namun apabila kerabat dekat 

telah mampu secara financial atau materi, maka dahulukan orang yang lebih 

membutuhkan.  

Skema klasifikasi pendistribusian zakat,infaq, dan shadaqah untuk 

penanggulangan covid-19 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

NO 

 

SUMBER 

 

MUSTAHIQ 

 

KETERANGAN 

1 ZAKAT Delapan Golongan : 

Fakir, Miskin, orang 

yang berjihad di Jalan 

Allah, amil,  muallaf, 

garim, ibnu sabil, dan 

rikaz 

Contoh penanggulangannya 

hanya daapat diberikan pada 

orang yang terdampak covid-

19 yang terancam tidak dapat 

memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

2 INFAQ Lebih utama keluarga, 

kerabat, orang/lembaga 

yang sangat -

membutuhkan berupa 

harta / materi 

Contoh pengaplikasiannya 

terhadap penanggulangan 

covid-19 adalah bantuan 

Pemberian APD bagi rumah 

sakit yang kekurangan APD 

                                                             
48An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab,(Beirut: Dârul Fikr,t.t.) hal. 220.  
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untuk menangani pasien 

positif. 

3 SHADAQAH Lebih utama keluarga, 

kerabat, orang/lembaga 

yang sangat 

membutuhkan berupa 

harta / materi maupun 

non materi 

Contoh bentuk shadaqah 

untuk penanggulangan covid-

19 seperti menjadi relawan, 

pelayanan pemakaman, dan 

lain sebagainya. 

 

D. Pengertian dan Kedudukan Fatwa 

 

Fatwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu merupakan suatu 

jawaban atau keputusan, pendapat tentang sesuatu masalah. Fatwa juga dapat 

diartikan sebagai nasihat ulama. Al-Fatwa atau Istifta secara istilah merupakan 

penyelesaian suatu permasalahan. Sedangkan secara istilah, fatwa merupakan 

penyampaian hukum-hukum Allah berdasarkan dalil-dalil syariah yang 

mencakup segala persoalan. Menurut Amir Syarifudin menjelaskan pengertian 

Ifta’ atau fatwa adalah suatu usaha yang memberikan penjelasan mengenai 

hukum syara’. Dalam Mu’zam Lughat al-Fuqaha sebagaimana dikutip oleh 

Badri Kearuman, fatwa didefinisikan sebagai berikut :  

مَنْ لِ  الْفَقِيْهُ  يبُيَ نِهُُ  الَّذِي اشَّرْعِيُّ  الحُكْمُ :الْفتَْوَى  سَالََ  

 

“Fatwa adalah hukum syar’i (keagamaan) yang dijelaskan oleh seorang faqih 

untuk orang yang bertanya kepadanya”. 

Berdasarkan Ushul al-Fiqh, fatwa sebuah pendapat yang dikemukakan 

oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai bentuk jawaban dari sebuat pertanyaan 

atau orang yang meminta fatwa dan bersifat khusus tidak mengikat. Orang yang 

meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga, ataupunn kelompok masyarakat. 

Sehingga Fatwa yang telah disampaikan mujtahid (orang yang berijitihad) tidak 

bersifat harus untuk diikuti oleh orang yang meminta fatwa (almustafti). 
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Menurut jumhur ulama, fatwa memiliki pengertian yang beragam, akan tetapi 

memiliki makna yang sama yaitu sebagai jawaban atas suatu persoalan. Menurut 

ulama mazhab Hanafi, iftâ’ ialah memberikan penjelasan menganai hukum suatu 

permasalahan (bayânhukm al-kaq’ajah). Sedangkan menurut mazhab Mâlikî, 

iftâ’ ialah memberikan informasi mengenai suatu hukum melalui cara yang tidak 

mengikat (al-ikhbâr bi al-hukm al-syar‘î ‘ajâ ghair wajh al-ilzâm)49. 

Fatwa mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena mufti yaitu 

seorang yang membuat fatwa merupakan seorang khalifah sekaligus pewaris 

Nabi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy- Syathibi berdasarkan hadits 

Riwayat Abud Daud dan Tirmidzi yang menjelaskan bahwasannya “ulama 

merupakan ahli waris para Nabi” dalam menyampaikan hukum syariat, 

mengajar manusia, dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan 

berhati-hati. Secara hakikat, fatwa menurut pandangan Ibnu Taimiyah pada 

dasarnya tidak terkait kepada sesuatu apapun (fatwa tidak mengenal sistem 

paket/sponsor) kecuali hanya mendasarkan diri pada dalil-dalil nash syari’ah (al-

Qur’an dan al-Hadist) serta aqidah-aqidah yang umum (ushul fiqih dan qawaidul 

fiqh).. 

Fatwa juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum 

Islam, karena fatwa muncul berdasarkan pendapat yang telah disampaikan oleh 

ahli hukum Islam (fuqaha) yang membahas mengenai kedudukan hukum suatu 

masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu 

masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik 

dalam al-Qur’an, as- Sunnah,ijma’ atau berdasarkan pendapat fuqaha terdahulu, 

fatwa berfungsi sebagai salah satu jalan yang ditempuh untuk menentukan suatu 

hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka fatwa juga dapat diartikan sebagai suatu 

penjelasan terhadap hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaidah 

pengambilan fatwa sesuai dengan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat 

(ijtihâd)50.  

                                                             
49 M. Erfan Riyadi,Op.Cit.,hal.6 
50Ibid.  
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Menyampaikan fatwa menduduki fungsi amar ma'rul nabi munkar, karena 

ia menyampaikan pesan-pesan agama yang, harus dikerjakan atau dijauhi oleh 

umat. Oleh karena itu, hukum berfatwa itu menurut asalnya adalah fardhu 

kifâyah. Bila dalam suatu wilayah hanya ada seorang mufti yang ditanya tentang 

suatu masalah hukum yang sudah terjadi dan akan luput seandainya ia tidak 

segera berfatwa, maka hukum berfatwa atas multi tersebut adalah fardhu 'ain. 

Namun bila ada mujtahid lain yang kualitasnya sama atau Iebih bailk (mcnurut 

pandangan ulama yang mengharuskan mcncari yang Icbih afdhal) atau masalah 

yang ditanyakan kepadanya bukanlah yang mendcsak untuk segera harus 

dipecahkan, maka hukum berfatwa bagi mufti tersebut adalah fardhu kifâyah. 

Pada dasarnya scorang multi memfatwakan hasil ijtihadnya scndiri dan muqallid 

yang terikat dcngan imam mazhab tertentu harus memfatwakan basil ijtihad 

imam yang diikutinya itu. Di atas tclah dijelaskan bahwa tidak bolch seorang 

mujtahid memfatwakan hasil ijtihad orang lain, dan muqallid tidak bolch 

memfatwakan hasil ijtihad imam mujtahid lain dalam masalah yang sama. Selain 

itu, timbul pertanyaan bagaimana cara seorang mufti dalam memberikan fatwa 

jika mufti itu bclum mencapai taraf mujtahid dan tidak konsisten (tetap) 

mengikuti imam mujahid tertentu51.  

Sedangkan kedudukan fatwa berdasarkan hukum positif, tidak 

dicantumkan sebagai dasar hukum negara, sebagaimana dalam Undang-Undang 

No 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan, dalam pasal 7 bahwa 

urutan aturan hukum diIndonesia adalah sebagai berikut : “Undang-Undang 

Dasar 1945, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, 

peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, yang meliputi: 

peraturan daerah provinsi, peraturan daerah, kabupaten/ kota, peraturan desa.” 

Sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional di atas dan dalam tata 

urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan dalam 

Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan, 

tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, 

                                                             
51Amir Syarifudin,Loc.,Cit.  
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sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Namun demikian, 

kedudukan fatwa berdasarkan hukum positif adalah sebagai suatu pendapat atau 

nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum islam yang tergabung dalam 

suatu wadah organisasi atau lembaga seperti MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, 

dan lembaga lainnya. 
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BAB III 

HUKUM PEMANFAATAN ZAKAT UNTUK PENANGGULAN COVID-

19 BERDASARKAN FATWA MUI NO 23 TAHUN 2020 TENTANG 

PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH UNTUK 

PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA 

 

A. Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI No.23 Tahun 2020 Tentang 

Pemanfaaatan Harta Zakat, Infaq, dan Shadaqah Untuk 

Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. 

 

Ditetapkanya Fatwa No. 23 Tahun 2020 tidak hadir tanpa alasan, tentu 

saja ada beberapa hal yang melatar belakangi perlunya penetapan suatu 

permasalahan hukum. Pada tanggal 22 Sya’ban atau  16 April 2020, MUI 

menetapkan hukum mengenai pemanfaat harta zakat, infaq, dan shadaqah 

terhadap penanggulangan covid-19. Hal tersebut berkenaan dengan 

Indonesia yang juga semakin mengalami krisis tidak hanya dalam segi 

kesehatan yang disebabkan oleh virus SARS-Cov tetapi juga berpengaruh 

pada ekonomi, sosial, dan bahkan budaya.  

Hal yang paling menonjol adalah berkenaan dengan ekonomi yang 

begitu rendah. Tidak hanya masyarakat bawah yang merasakan dampak dari 

adanya covid-19 ini,namun juga masyarakat kalangan atas seperti kalangan 

pengusaha. Akibat dari adanya covid-19 ini memberikan dampak hebat bagi 

kemerosatannya perekonomian di Indonesia. Bagaimana tidak, pandemi 

Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia bahkan menimbulkan banyak 

dampak sosial yang luar biasa, salah satunya ancaman kemiskinan dan 

kelaparan. Bahkan menurut World Food Program memperkirakan akan ada 

tambahan 130 kasus kelaparan hingga akhir 202052. Pada masa pandemic 

covid-19, masyarakat bawah sangat kesulitran untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Tidak sedikit dari mereka yang meninggal karena kelaparan. 

Tidak hanya masyarakat bawah, bahkan masyarakat menengah banyak yang 

                                                             
52 Ivan Maulana, Zakat dan Fatwa Penyelamat, https://news.detik.com/kolom/d-

5004361/zakat-dan-fatwa-penyelamat  (Rabu, 06 Mei 2020 12:30 WIB) 



 

41 
 

kehilangan pekerjaan ataupun usahanya tidak berjalan seperti biasanya 

sehingga mengalami kerugian dan bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan 

hidaupnya sehari-hari. Tak hanya itu, tenaga kersehatan yang menangani 

kasus covid-19 juga kekurangan fasilitas alat pelindung diri (APD) untuk 

penanganan covid-19 yang juga menyebabkan banyak tenaga kesehatan 

yang tumbang da terkena covid-19 akibat dari kurangnya perlengkapan 

pelindung diri.  Hal tersebut menjadi perhatian utama, tidak hanya untuk 

pemerintah tetapi juga lembaga sosial dan masyarakat umum. Sehingga 

munculah pertanyaan, apakah zakat boleh dipergunakan tidak hanya untuk 

dampak yang disebabkan covid-19 tetapi juga untuk penanggulangan covid-

19, yang mana zakat tersebut tidak hanya untuk orang yang disebutkan 

secara khusus dalam al-qur’an sebagai bagian dari delapan asnaf, tetapi juga 

bagi penanggulangan seperti untuk membeli APD, atau obat-obatan lainnya. 

Sehingga, para ulama sebagai salah satu pemimpin dan orang yang 

memahami serta cakap untuk mengeluarkan hukum, mengeluarkan fatwa 

yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, yang disesuaikan pula dengan 

kemashlahatan ummat.  

Banyak tahapan yang dilakukan sebelum fatwa diumumkan kepada 

masyarakat. Fatwa sendiri dapat dibuat karena amanah perundang-undangan 

dan juga berdasarkan permintaan dari masyarakat untuk menjawab persoalan 

yang ramai dippersoalkan di kalangan masyarakat. Berdasarkan Peraturan 

Organisasi MUI mengenai penetapan fatwa, ada beberapa hal yang harus 

dilalui yaitu : sebelum fatwa ditetapkan MUI akan melakukan kajian 

komprehensif untuk memperoleh deskripsi yang utuh mengenai 

permasalahan yang terjadi. Selain dari kajian tersebut juga dibuat rumusan 

permasalahan termasuk dampak yang ditimbulkan dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek hukum (syari’ah) yang berhubungan 

dengan permasalahan yang ada. Setelah itu, permasalahan tersebut ditelusuri 

kembali dan ditelaah berdasarkan pandangan para fuqaha dan mujtahid masa 

lalu serta pandangan para imam madzhab dan ulama terkait permasalahan 

yang akan difatwakan. Setelah itu, anggota komisi fatwa atau ahli yang juga 
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memiliki kompetensi dalam bidang permasalahan yang akan difatwakan 

untuk dibuat analisanya. Apabila hukum dalil-dalil yang ada telah jelas, 

maka komisi fatwa akan menetapkan fatwa dengan menyampaikan hukum 

sebagaimana apa adanya. Kemudian didiskusikan hingga ditemukan titik 

temunya, jika terdapat perbedaan pendapat akan menjadi salah satu  

pertimbangan hingga ditemykan titik temunya. Setelah itu ditetapkan metode 

penetapan hukum yang pedomani oleh para imam madzhab dengan melihat 

pertimbangan kemashlahatan ummat hingga kemudian disampaikan pada 

masyarakat. 

Proses penetapannya tersebut, dapat digambarkan seperti dalam bagan 

dibawah ini : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Bagan Proses Penetapan Fatwa 

   

Berdasarkan uraian diatas, dengan demikian lahirnya Fatwa MUI 

No. 23 Tahun 2020 telah melalui proses yang panjang. Dengan bermula 

adanya permasalahan mengenai zakat yang digunakan untuk 

penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya, dengan demikian hal 

tersebut ada karena dalam dalil yang ada, zakat hanya boleh dibagikan 

untuk delapan asnaf yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an. 

Penalaahan Literatur 

Klasik (Pendapat dari 

Fuqaha/ imam madzhab) 

Analisis Masalah Oleh 

Anggota Komisi Fatwa 

Kajian Komprehensif Permasalahan (Zakat 

Untuk Penanggulangan 

Covid-19) 

Penetapan Fatwa 

Ijtihad Kolektif (Metode 

Penetapan pendapat ) 

Metode Penetapan 

Hukum 
Penyampaian Fatwa 
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B. Hukum Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah 

Covid-19 Berdasarkan Fatwa MUI No.23 Tahun 2020 

 

Berdasarkan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020, Majelis Ulama Indonesia 

menetapkan bahwasannya pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan 

wabah Covid-19 adalah diperbolehkan dengan beberapa ketentuan diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan 

dampaknya, hukumnya boleh dengan dhawabith sebagai berikut53: 

a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim 

yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, 

dan/atau fii sabilillah; 

2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, 

makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai 

dengan kebutuhan mustahiq; 

3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk 

stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah. 

b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) fi sabilillah 

2) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi 

kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk 

penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta 

kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan 

dalam penanggulangan wabah. 

                                                             
53Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Zakat, Infaq, Shadaqah Untuk 

Penanggulangan Covid-19 dan Dampaknya  
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c. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (ta‘jil al-zakah) tanpa 

harus menunggu satu tahun penuh (Hawalan al-haul), apabila telah 

mencapai nishab. 

d. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa 

harus menunggu malam idul fitri. 

e. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak 

dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, 

dan sumbangan halal lainnya. 

 

Berdasarkan ketentuan hukum diatas, zakat diperbolehkan untuk 

digunakan sebagai penanggulangan wabah COVID-19 , namun demikian dalam 

pembagiannya diberikan beberapa ketentuan yang relevan dengan hukum 

syariah dan juga kemashlahatan. Ketentuan hukum poin 1 ayat a dan b juga 

menjelaskan bahwasannya penditribusian zakat dapat dilaksanakan dengan 

skema pentasyarufan secara langsung ataupun dengan skema pentasyarufan 

secara tidak langsung atau pentasyarufan dengan cara dikelola untuk usaha 

dengan tujuan pembiayaan kepentingan kemaslahatan umum. Pendistribusian 

harta zakat untuk beberapa golongan (asnaf) dengan skema langsung harus  

memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, diantaranya bahwasa penerima zakat 

merupakan salah satu dari delapan golongan (Asnaf) zakat, yaitu seorang muslim 

yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan fii 

sabilillah.  

Berdasarkan ketentuan diatas telah jelas bahwasannya pendistribusian 

harta zakat dalam fatwa tersebut tidak melenceng dari ketentuan syari’at yang 

ada,sebagaiman adanya bahwa syari’at menetapkan bahwa zakat harus diberikan 

kepada Asnaf zakat yang  terbagi menjadi delapan golongan sebagaimana juga 

hal terssebut telah disebutkan dalam Qur’an surat at Taubah ayat 60. Begitupun 

dengan para fuqoha yang telah sepakat bahwa pentasyarufan zakat harus kepada 

asnaf zakat. Dalam ketentuan hukum fatwa tersebut juga telah menjelaskan 

bahwasannya ada dua cara pendistribusian zakat untuk penangan covid 19. Yaitu 

pendistribusian zakat secara langsung dan tidak langsung. 
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Skema pendistrubusian zakat secara langsung telah sesuai dengan 

ketentuan hukum pada fatwa yang sama, yaitu No.23 Tahun 2020  dalam poin 1 

ayat a (2) yang menjelaskan bahwa harta zakat yang didistribusikan boleh dalam 

bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan 

yang sesuai dengan kebutuhan Asnaf. Ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat 

para ulama salaf mengenai pentasyrufan zakat maal tidak dapat dibatasi oleh 

objek tertentu pada saat pentasyarufannya. Berdasarkan hal tersebut juga dapat 

dikatakan bahwasannya zakat maal dapat ditasyarufkan berupa uang tunai, 

makanan pokok dan modal.  

Ketentuan hukum selanjutnya berdasarkan poin 1 ayat a (3) fatwa ini juga 

membahas mengenai pemanfaatan harta zakat yang boleh digunakan untuk 

sesuatu yang bersifat produktif, yaitu sebagai stimulasi kegiatan sosial ekonomi 

fakir miskin yang terdampak oleh wabah. Ketentuan hukum tersebut 

memunculkan perbedaan yang ada dikalangan ulama. Ada yang 

memperbolehkan pengelolaan zakat dengan skema produktif, namun ada pula 

yang tidak memperbolehkan. Ulama  yang memperbolehkan untuk 

mendistribusikan zakat dengan jenis zakat produktif beralasan, bahwa tujuan 

pembagian zakat berdasarkan maknya adalah untuk mensejahterakan mustahiq 

zakar dan perubahan status sosialnya yang asalnya mengalami kekurangan untuk 

memenuhi kehidupannya, menjadi berkecukupan atau bahkan lebih.  Sedangkan 

ulama yang tidak memperbolehkan zakat ditasyarufkan dengan jenis zakat 

produktif, berpedoman pada fiqh klasik yang tidak menjelaskan mengenai 

pendistribusiaan harta zakat kepada Asnaf dengan status pinjaman54.  

Penyaluran ZIS haruslah memperhatikan sasaran penerima dan jenis 

penyalurannya. Dalam menetapkan kelayakan menerima ZIS maka penyaluran 

dilakukan dengan mengacu had kifayah. Had kifayah yaitu batas kecukupan atau 

standar dasar kebutuhan seseorang atau keluarga ditambah dengan kecukupan 

tanggungan yang ada disesuaikan dengan kondisi wilayah dan sosio-ekonomi 

mustahik.  

 

                                                             
54Agus Salim,Loc.,Cit.  
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C. Dalil dan Metode Instinbath Hukum Yang Digunakan MUI Dalam 

Fatwa MUI No. 23 tahun 2020 Tetang Pemanfaatan Harta Zis Untuk 

Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya 

 

Berdasarkan kaidah fiqih yang menerangkan bahwasannya “maa laa 

yatiimu al wajibu illa bihii fahuwa waajibun” yaitu  suatu kewajiban yang 

hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara 

tersebut hukumnya menjadi wajib. Dengan demikian, pemutusan suatu 

perkara wajib dilakukan untuk menjawab keraguan.  Dalam pemecahan 

masalah untuk mentapkan sebuah fatwa, digunakan beberapa dalil dan 

metode istinbath yang berkenaan dengan permasalahannya. . 

1. Dalil 

Beberapa dalil yang digunakan dalam fatwa MUI No.23 Tahun 2020 

adalah sebagai berikut : 

a. Dalil dalam Al-Qur’an 

1) Q.S Al-Baqarah[2]:267 

  

ا الَّذِيْنَ  يٰ ايَُّهَا ا   كَسَبْتمُْ  مَا طَي بِٰتِ  مِنْ  انَْفِقوُْا اٰمَنوُْ  نَ  لَكُمْ  اخَْرَجْناَ وَمِمَّ مُوا وَلَ   الْرَْضِ  م ِ  مِنْهُ  الْخَبيِْثَ  تيَمََّ

ا فيِْهِ  تغُْمِضُوْا انَْ  الَِّ   باِٰخِذِيْهِ  وَلَسْتمُْ  تنُْفِقوُْنَ  َ  انََّ  وَاعْلَمُوْ  حَمِيْدٌ  غَنيٌِّ  اللّٰه  

 

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 

bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu 

keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan 

dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa 

Allah Mahakaya, Maha Terpuji.55” 

 

Dalam Tafsir kemenag dijelaskan bahwasannya : “Wahai orang-

orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang 

baik-baik¸ dan diperoleh dengan cara yang halal, sebab Allah itu baik 

dan hanya menerima yang baik-baik. Dan sedekahkanlah sebagian dari 

                                                             
55Soetarjo dkk, Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Jakarta: Kemenag,2020)  
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apa yang Kami keluarkan dari bumi berupa hasil pertanian, tambang, 

dan lainnya, untukmu. Pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamu 

nafkahkan itu, walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi janganlah 

kamu memilih secara sengaja yang buruk untuk kamu keluarkan guna 

disedekahkan kepada orang lain, padahal kamu sendiri kalau diberi yang 

buruk-buruk seperti itu tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memicingkan mata karena rasa enggan terhadapnya. Cobalah berempati. 

Posisikan dirimu seperti orang yang diberi. Jika kamu tidak mau 

menerima yang buruk-buruk, mengapa kamu berikan yang seperti itu 

kepada orang lain. Dan ketahuilah dan yakinlah bahwa Allah Mahakaya, 

tidak membutuhkan sedekah kamu, baik pemberian untukNya maupun 

untuk makhluk-makhluk-Nya, sebab Dia bisa memberi secara langsung. 

Sedekah itu justru untuk kemaslahatan orang yang memberi. Dia 

juga Maha Terpuji, antara lain karena Dia memberi ganjaran terhadap 

hamba-hamba-Nya yang bersedekah.56” 

2) Q.S Ali Imran 3:134 

 

اءِ وَالْكَا رَّۤ اءِ وَالضَّ ۗ  وَالْعاَفيِْنَ عَنِ النَّاسِ  ظِمِيْنَ الْغيَْظَ الَّذِيْنَ ينُْفِقوُْنَ فىِ السَّرَّۤ  

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِْنَ   ۗ  وَاللّٰه   

“ (yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan 

orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) 

orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.57” 

 

Berdasarkan Tafsir kemenag dijelaskan bahwasannya : “Mereka 

adalah orang yang terus-menerus berinfak di jalan Allah, baik di waktu 

lapang, mempunyai kelebihan harta setelah kebutuhannya 

terpenuhi, maupun sempit, yaitu tidak memiliki kelebihan, dan orang-

orang yang menahan amarahnya akibat faktor apa pun yang memancing 

                                                             
56Tafsir Kemenag  
57Al-Qur’an dan Terjemah  
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kemarahan dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan akan sangat 

terpuji orang yang mampu berbuat baik terhadap orang yang pernah 

berbuat salah atau jahat kepadanya, karena Allah 

mencintai, melimpahkan rahmat-Nya tiada henti kepada orang yang 

berbuat kebaikan. Pesan-pesan yang mirip dengan kandungan ayat ini 

disampaikan pula melalui Surah an-Nahl/16: 126; asy-Syura /42: 40 dan 

43.” 

3) Q.S At-Taubah [9]:60 

 

دقَٰتُ لِلْفقَُرَاۤءِ  بهُُمْ وَفىِ الْمُؤَلَّفةَِ قلُوُْ وَ عَليَْهَا  يْنَ امِلِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَ انَِّمَا الصَّ

ِ وَابْنِ  قاَبِ وَالْغاَرِمِيْنَ وَفيِْ سَبيِْلِ اللّٰه ِ وَ فَرِيْ  ۗ  يْلِ سَّبِ  الالر ِ نَ اللّٰه ُ ضَةً مِ  اللّٰه

  عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ 

 

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang 

miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk 

(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang 

berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam 

perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, 

Mahabijaksana.” 

 

Berdasarkan tafsir kementerian agama dijelaskan bahwa : 

“Setelah ayat sebelumnya menyatakan bagaimana orang-orang munafik 

telah mencela Rasul dalam persoalan pembagian harta, baik zakat 

maupun ganimah, maka ayat ini menjelaskan secara terperinci siapa 

sesungguhnya yang berhak menerima zakat itu. Sesungguhnya zakat itu 

hanyalah untuk orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki 

pekerjaan tetap sehingga kebutuhan primernya tidak terpenuhi, orang 

miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik kedua kelompok itu 

meminta-minta maupun tidak, amil zakat, orang-orang yang ditugaskan 
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untuk mengelola dana zakat, yang dilunakkan hatinya atau orang yang 

baru . 

4) Q.S. At-Taubah [9]:103 

 

يْهِمْ بِ  رُهمُْ وَتزَُك ِ نٌ لَّهُمْ هَا وَصَل ِ عَليَْهِمْ انَِّ صَلٰوتكََ سَكَ خُذْ مِنْ امَْوَالِهِمْ صَدقَةًَ تطَُه ِ  

ُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ    وَاللّٰه

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan 

mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu 

(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha 

Mendengar, Maha Mengetahui.” 

 

Berdasarkan itafsir ikemenag, ipenafsiran iayat idiatas 

imenyebutkan ibahwasannya i: i“Perintah iAllah ipada ipermulaan iayat 

iini iditujukan ikepada iRasul-Nya, iagar iRasulullah isebagai ipemimpin 

imengambil isebagian idari iharta ibenda imereka isebagai isedekah iatau 

izakat. iIni iuntuk imenjadi ibukti ikebenaran itobat imereka, ikarena 

isedekah iatau izakat itersebut iakan imembersihkan idiri imereka idari 

idosa iyang itimbul ikarena imangkirnya imereka idari ipeperangan idan 

iuntuk imensucikan idiri imereka idari isifat i"cinta iharta" iyang 

imendorong imereka iuntuk imangkir idari ipeperangan iitu. iSelain iitu 

isedekah iatau izakat itersebut iakan imembersihkan idiri imereka ipula 

idari isemua isifat-sifat ijelek iyang itimbul ikarena iharta ibenda, iseperti 

ikikir, itamak, idan isebagainya. iOleh ikarena iitu, iRasul imengutus 

ipara isahabat iuntuk imenarik izakat idari ikaum iMuslimin. iDi 

isamping iitu, idapat idikatakan ibahwa ipenunaian izakat iberarti 

imembersihkan iharta ibenda iyang itinggal, isebab ipada iharta ibenda 

iseseorang iterdapat ihak iorang ilain, iyaitu iorang-orang iyang ioleh 

iagama iIslam itelah iditentukan isebagai iorang-orang iyang iberhak 

imenerima izakat. iSelama izakat iitu ibelum idibayarkan ioleh ipemilik 

iharta itersebut, imaka iselama iitu ipula iharta ibendanya itetap 
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ibercampur idengan ihak iorang ilain, iyang iharam iuntuk idimakannya. 

iAkan itetapi, ibila iia imengeluarkan izakat idari ihartanya iitu, imaka 

iharta itersebut imenjadi ibersih idari ihak iorang ilain. iOrang iyang 

imengeluarkan izakat iterbebas idari isifat ikikir idan itamak. 

iMenunaikan izakat iakan imenyebab-kan ikeberkahan ipada isisa iharta 

iyang imasih itinggal, isehingga iia itumbuh idan iberkembang ibiak. 

iSebaliknya ibila izakat iitu itidak idikeluarkan, imaka iharta ibenda 

iseseorang itidak iakan imemperoleh ikeberkahan. iPerlu idiketahui, 

iwalaupun iperintah iAllah idalam iayat iini ipada ilahirnya iditujukan 

ikepada iRasul-Nya, idan iturunnya iayat iini iberkenaan idengan 

iperistiwa iAbu iLubabah idan ikawan-kawannya inamun ihukumnya 

ijuga iberlaku iterhadap isemua ipemimpin iatau ipenguasa idalam isetiap 

imasyarakat imuslim, iuntuk imelaksanakan iperintah iAllah idalam 

imasalah izakat iini, iyaitu iuntuk imemungut izakat itersebut idari 

iorang-orang iIslam iyang iwajib iberzakat, idan ikemudian imembagi-

bagikan izakat iitu ikepada iyang iberhak imenerima-nya. iDengan 

idemikian, imaka izakat iakan idapat imemenuhi ifungsinya isebagai 

isarana iyang iefektif iuntuk imembina ikesejahteraan imasyarakat. 

iSelanjutnya idalam iayat iini iAllah imemerintahkan ikepada iRasul-

Nya, idan ijuga ikepada isetiap ipemimpin idan ipenguasa idalam 

imasyarakat, iagar isetelah imelakukan ipemungutan idan ipembagian 

izakat, imereka iberdoa ikepada iAllah ibagi ikeselamatan idan 

ikebahagiaan ipembayar izakat. iDoa itersebut iakan imenenangkan ijiwa 

imereka, idan iakan imenenteramkan ihati imereka, iserta imenimbulkan 

ikepercayaan idalam ihati imereka ibahwa iAllah ibenar-benar itelah 

imenerima itobat imereka. iSemoga iAllah imemberi ipahala iterhadap 

iapa-apa iyang ikamu iberikan, idan imemberkahi iapa iyang ikamu 

itinggalkan. iPada iakhir iayat iini iditerangkan ibahwa iAllah iMaha 

iMendengar isetiap iucapan ihamba-Nya iyang ibertobat, iAllah iMaha 

iMengetahui isemua iyang itersimpan idalam ihati isanubari ihamba-Nya, 
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iseperti irasa ipenyesalan idan ikegelisahan iyang itimbul ikarena 

ikesadaran iatas ikesalahan iyang itelah idiperbuat.” 

 

b. Hadits 

1) Hadits itentang ikewajiban imembayar izakat ibagi iumat iislam 

iyang imemenuhi isyarat i: 

 

ُ  رَضِيَ  عَبَّاس   ابِْنِ i عَنِ   بعََثَ  وسلم عليه الل صلى نَّبيَِّ الَ أنََّ i عَنْهُمَا: اَللَّّٰ

َ  أنََّ  ) :وَفيِهِ  ،الَْحَدِيثَ  فذَكََرَ  ( الَْيمََنِ  إِلىَ عنه الل رضي مُعاَذاً  دِ قَ  اَللَّّٰ

 ( فقَُرَائهِِمْ  في دُّ فتَرَُ  هِمْ،نيِاَئِ أغَْ  نْ مِ  تؤُْخَذُ  أمَْوَالِهِمْ، فيِ صَدقَةًَ  عَليَْهِمْ  اِفْترََضَ 

  لِلْبخَُارِي   وَاللَّفْظُ  عَليَْهِ، مُتَّفَقٌ 

 

“Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 

mengutus Mu'adz ke negeri Yaman (ia meneruskan hadis itu) dan 

didalamnya (beliau bersabda): ‘Sesungguhnya Allah telah mewajibkan 

mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di 

antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.’ 

Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari58.” 

 

Dalam hadits diatas menjelaskan bahwasannya orang yang 

mempunyai harta memiliki kewajiban untuk menzakatkan hartanya untuk 

orang fakir.  

 

2) Hadits mengenai wajibnya zakat bagi orang yang telah memenuhi 

syarat riwayat al-Thabarani 

 

ِ  عًن  نَّ اِ  : سَلَّمَ  وَ  عَليَهِ  اللُ  صَلَّى اللِ  رَسُولُ  قالَ  : قالَ  عَن الل رَضِيَ  عَلِي 

 وَلنَ هُم فقُرََاءَ  يَسعُ  رَالَّذِي قَد أمَوَالِهِم فيِ المُسلِمِينَ  أغَنيِاَءِ  عَلىَ فرََضَ  اللَ 

                                                             
58Ibn Hajr Asqalani,Loc.,Cit.  
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ا عُواوَعُرُوا إذِاَجَا إلَِّ  ألفقَُرَاءُ  يجُهَدُ   مُحَا اللَ  وإنَِّ  ألََ  ؤُهُم أغَنيِاَ نعَُ يَص مِمَّ

 الطبراني( )رواه باًنكُرًا عَذاَ وَمُعَذَّبهُُم شَدِيداً باً حِسَا مَةِ  القِياَ يَومَ  سِيهُُم

“Dari Ali ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah 

telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atas harta 

mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan 

tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidak memakai pakaian (sama 

sekali) kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! 

Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka (orang 

kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan 

yang pedih. (HR. al-Thabarani)”  

 

  Hadits diatas mewajibkan zakat hanya untuk orang muslim yang 

mempunyai harta lebih untuk memenuhi kebutuhan orang muslim yan 

fakir. Hadits ini juga mengingatkan bahwasannya Allah akan meminta 

pertanggung jawaban atas harta orang kaya yang tidak berzakat dengan 

siksaan yang pedih. 

 

3) Hadis Nabi Saw. yang memerintahkan bersegera menunaikan 

sedekah meski dalam kondisi pas-pasan dan tidak menunda 

pembayarannya; 

 

ِ بِ النَّ  لىَ إِ  رَجُلُ  جَاءَ  قاَلَ  عَنهُ  اللُ  رَضِيَ  هُرَيرَةَ  أبَيِ عَن  ليَهِ عَ  اللُ  ىصَلَّ  ي 

د أيَُّ  اللِ  رَسُولَ  ياَ : لَ  فقَاَ وَسَلَّمَ   بَلغَتِ  أنَ : لَ  قاَ ؟ حرًا أَ  عظَمُ أَ  قةَِ  الصَّ

 البخاري( اه)رو نِ لِفلَُ  كَانَ  قدَ وَ  كَداَ وَلِفلَُن   كَداَ ن   لِفلَُ  قلَتَ  مَ  الحُلقوُ

 

“Dari Abu Hurairah berkata: “Seorang lelaki mendatangi Rasulullah 

Saw. sembari bertanya, ‘Wahai Rasulullah, shadaqah apa yang paling 

besar pahalanya?’ Beliau menjawab: ‘Bersedekahlah selama kamu masih 

sehat, (walaupun) keadaanmu pelit, khawatir jatuh miskin, dan berharap 

menjadi orang kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda membayar 

shadaqah sehingga nyawamu sudah sampai di tenggorokan; kamu 

berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan (yang lain) sekian, 

sedangkan si fulan telah mampu”. (HR. al-Bukhari) 
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  Hadits diatas menjelaskan mengenai sedekah,Rasulullah 

menganjurkan setiap orang untuk bersedekah selama sehat meskipun 

dalam keadaan kekurangan. 

4) Hadis Nabi Saw. yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat 

sebelum waktunya: 

 فيِ رَسَلَّمَ  عَليَهِ  اللَ  صَلَّىؤالنَّبىَِّ  )سَألََ  سَ  العبََّا أنََّ  لِب   طَا بىِ أَ  بنِ  عَلِى عَن

 وأبو ماجه ابن )رواه ذلَكَ( فيِ لهَُ  فرََخَّصَ  تحَِلَّ  أنَ قبَلَ  قتَهِِ  صَدَ  تعَجِيلِ 

 داوود(

“Dari Ali bahwa Abbas ra. bertanya kepada Nabi Saw. tentang 

penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau 

mengizinkannya” (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud) 

 

5) Hadis Nabi Saw. yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat 

sebelum waktunya riwayat al Thabarani : 

 

 : وَسَلَّمَ  عَليَهِ  اللُ  صَلَّى اللِ  رَسُولُ  لَ  قاَ : لَ  قاَ لِب   طَا أبَيِ بنِ  عَلِي عَن

دقَةَِ  باِ باَكِرُوا الطبراني( )رواه هَا يتَخََطَّا لَ  ءَ البلََ  فإَنَِّ  الصَّ  

“Dari Ali bin Abi Thalib ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: 

‘Bersegeralah membayar zakat, sebab bala’ bencana tidak akan 

melangkahinya.” (HR. al-Thabarani) 

6) Hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tentang distribusi zakat dalam 

kondisi tertentu : 

 

 : سَلَّمَ  وَ  عَليَهِ  اللُ  صَلَّى اللِ  لُ  رَسُو لَ  قاَ : قاَلَ  يَّ  رِ  الخُد سَعِيدِ  أبَيِ عَن

دَ  تحَِلُّ  لَ  ِ  قةَُ  الصَّ  عَليَهِ  قَ  تصًُد ِ  مِسكِين   أوَ عَليَهَا مِل   لِعاَ : لِخَمسِة   إلَِّ  لِغنَيِ 

َ  مِنهَا هُدىَ مِنهَا  رَم غَا أوَ لِهِ  بمَِا هَا اشترََا لِرَجُل   أوَ لِغنَىِ    مِنهَا ى هدَ  فأَ

البيهقي( )رواه . اللِ  سَبيِلِ  فيِ غَاز   أوَ  
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“Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah Saw. 

bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya 

kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan 

Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya 

hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau 

kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas 

orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya.” 

(HR. Al-Baihaqi) 

  

Hadits diatas menjelaskan bahwasannya zakat haram diterima 

oleh orang kaya kecuali orang kaya tersebut termasuk dalam lima 

kelompok yaitu : orang yang sedang berperang dijalan Allah, mengurus 

zakat, punya hutang yang lebih banyak dari hartanya,  membeli zakatnya 

dengan hartanya, orang yang mempunyai tetangga miskin dan ia 

bersedekah kepada orang miskin tersebut, kemudian orang miskin 

tersebut memberikannya hadiah atas kebaikannya. 

 

c. Berdasarkan kaidah fiqh 

صِدِ  المَقاَ حُكمُ  لَ ئِ  لِلوَسَا  

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju“. 

 وَاجِبُ  فهَُوَ  بهِِ  إلَِّ  جِبُ  الوَا يتَِمُّ  لَ  مَا

“Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan 

sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib“. 

فُ  المَصلحَةِ  باِ مَنوُطُ  عِيَّةِ  الرَّ  عَلى مَامِ  الِ  تصََرُّ  

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti 

kemaslahatan.” 

d. Pendapat Para Imam : 

1) Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu’ juz 6 hal. 228 yang menjelaskan 

persyaratan mustahiq zakat harus muslim 
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كَوَا مِن شَيئ   فعُ  دَ  يَجُوزُ  وَلَ   ةِ  وَزَكَا طرِ الفِ  ةُ  زَكَا سَوَاءٌ  فِر   كَا لىَ إِ  تِ  الزَّ

ةُ  الُ  أجَمَعَت : المُنذِرِ  ابنُ  لَ  قاَ عِندنَاَ فيِهِ  فَ  خِلَ  لَ  وَهَذاَ إِلىَ المَالِ   لَ  نَّهُ أَ  مَّ

ي إلِىَ لِ  المَا زَكَاةِ  فعُ  دَ  ئَ  يجُزِ   هَا زَ  فَجَوَّ  الفِطرِ  ةِ  زَكَا فيِ اوَاختلََفوُ الذَّم ِ

 نيِا الهَمد ة مُرَّ  وَ  حبيِلَ  شُر بن وَعُمرَ  مَيمُونَ  بن عَمرو وَعَن حَنيِفةََ  أبَوُ

هباَنَ  مِنهَا يعُطُونَ  نوُا كَا أنََّهُم  الرُّ

 

“Menurut madzhab Syafii zakat tidak boleh diserahkan kepada non 

muslim. Ibnu Mundzir berkata: “Ulama telah bersepakat bahwa zakat 

mal tidak boleh diserahkan kepada kafir dzimmy. Adapun zakat fitrah 

ulama’ berbeda pendapat; imam Abu Hanifah, ‘Amr bin Maimun, Umar 

bin Syurahbil, Murrah al-Hamadzani membolehkan zakat firah untuk 

diserahkan kepada pendeta”. 

 
2) Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Muhgni juz 2 hal. 487 

yang juga menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim sebagai 

berikut : 

 

، )وَلَ  قاَلَ: مَسْألَةٌَ: ( وَلَ  لِكَافِر   أنََّ  فيِ خِلَفاً لْمِ الْعِ  هْلِ أَ  يْنَ بَ  عْلَمُ نَ  لَ  لِمَمْلوُك 

 مَنْ  كُلُّ  جْمَعَ أَ  مُنْذِرِ الْ  بْنُ ا قاَلَ  .لِمَمْلوُك   وَلَ  لِكَافِر   تعُْطَى لَ  الْمَْوَالِ  زَكَاةَ 

يَّ  أنََّ  الْعِلْمِ  أهَْلِ  مِنْ  عَنْهُ  نَحْفَظُ  م ِ  .شَيْئاً الِ الْمَْوَ  اةِ زَكَ  نْ مِ  عْطَىيُ  لَ  الذ ِ

 

“Soal zakat untuk orang kafir dan budak) Kami tidak melihat ada 

perbedaan bendapat antara ulama bahwa zakat mal tidak boleh dibagikan 

kepada non muslim dan budak. Ibnu Mundzir berpendapat “Bahwa 

ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diberikan kepada 

kafir dzimmy walau sedikit.” 

 

3) Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid IV 

halaman 145: 
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 وَالمَثوُبتَهِِ  مَرضَاتهِِ  إلِىَ المُوصِلُ  الطَّارِيقُ  هو اللِ  وسبيِلُ  الل سبيل وفى

 جَعلََ  أنَهَُ  أحَمَدَ  الِإمَامِ  عَنِ  وَرُوِي لِلجِهَادِ  وَالمُرَابِطُونَ  الغزُاةُ  بهِِ  وَالمُرَادُ 

اللِ  بيِلِ سَ  فىِ الحَجَّ    

 

“Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih 

pahala-Nya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orang-orang yang 

berperang dan yang terkait dengan perang. Diriwayatkan bahwa Imam 

Ahmad ra. memasukkan haji dalam arti sabilillah.” 

e. Fatwa Majelis Ulama 

1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat 

tanggal 26 Januari 1982 

2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan Dana Zakat 

untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal 2 Februari 

1982; 

3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1996 tentang Pemberian Zakata 

Beasiswa 

4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan; 

5) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 

tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf untuk 

Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat; 

6) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Nomor 04 tahun 

2020 tentang Hukum Pemanfaatan Zakat untuk Pengadaan Disinfektan, 

Hand Sanitizer, Masker dan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Situasi 

Wabah COVID-19; 

7) Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi 

Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 15 dan 16 April 2020. 

 

Dalam iajaran iIslam, ihukum iyang ilayak idijadikan ipedoman 

iadalah ihukum iyang ibersumber idari ial- iQur’an idan iSunnah iRasul. 
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iKeduanya imerupakan isumber ipetunjuk iutama ibagi iumat iIslam. 

iPenerapan ihukum-hukum iyang iada idalam ial iQur’an idan iSunnah iNabi 

iSAW itelah idijalankan ioleh ipara isahabat, itabi’in idan ipara iulama iyang 

idatang ikemudian. iNamun imenghadapi idan imenjawab imasalah-masalah 

ihukum ibaru iyang ibelum idijelaskan idalam ial-Qur’an idan iSunnah ipara 

iulama imencoba imencari idan imenggali ihukum isyari’at iuntuk 

imendapatkan ijawabannya. iUsaha itersebut idalam idikenal idengan 

iistinbath ial-ahkam idan ioutputnya idinamakan iFiqh. I 

 

a. Metode iIstinbath 

 

Pengertian iistinbath idalam isegi ibahasa iyaitu imenciptakan, 

imengeluarkan, iatau imenarik isebuah ikesimpulan. i iSedangkan isecara 

iistilah, iistinbath imempunyai iarti isuatu ikegiatan iyang idilakukan ioleh 

ipakar ihukum iislam iuntuk imengungkapkan isuatu idalil iyang idijadikan 

isuatu idasar iuntuk imenarik isebuah ikesimpulan iagar idapat imenjawab 

isebuah ipersoalan iatau imenyelesaikan isuatu ipermasalahan. iSecara 

iuniversal, iMUI idan iKomisi iFatwa iyang idinaunginya isudah imelakukan 

iistinbath ihukum iyang itelah isesuai ikonsep idasar iyang iada idalam 

itradisi iFiqh iIslam iSunni. iDemikian, iyang iharus idipahami idalam 

imetodologi iistinbath ihukum iMUI iadalah imetode iyang isesuai idengan 

ikoridor itersebut. iDalam ihal iini, ibahwasannya imetodologi iistinbath 

ihukum idalam iIslam idan idalam imadzhab iIslam iSunni isekalipun ijuga 

iterus iberkembang59. 

Perkembangan itersebut imelakukan ipengklasifikasian iulang imengenai 

iapa iyang idisebut idengan imashadir ial iahkam imerupakan isalah isatu 

ibagian idari itahapan ipengklasifikasian iistinbath ihukum iyang idibagi 

iempat ibagian idiantaranya iadalah60 i: 

                                                             
59Iffatul Umniati Ismail,Telaah Kritis Metodologi Istinbath Mui, Media Syariah, Vol. 

XIII No. 1 Januari – Juni 2011, hal.75 
60Ibid.,hal.76  
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1. Mashadir ial-ahkam i(sumber-sumber imateri ihukum) iyang idibagi 

imenjadi idua iyaitu i: iSumber ihukum imateriil iyang ibersifat itekstual 

i(al-mashādir ial-naqliyyah), iyaitu iAl-Quran, iSunnah, iAtsar iAl-

Shahabah, iAqwal iwa iMadzahib iAimmah i(Ucapan ipara iImam), idan 

ial-ijma’ ifima inushsha ifiihi i(Ijma` iulama iyang iberkaitan idengan 

ipemahaman iteks); idan ikemudian ial-mashadir ial-burhaniyah i(sumber 

ihukum imateriil iyang ibersifat irasional, iberupa ial-ijmā’ ifī imā ilā inash 

ifīhi i(Ijma` iulama iyang iberkaitan idengan isebuah ihukum iyang isama 

isekali itidak iada isandaran itekstualnya), irasio idan iilmu ipengetahuan 

imodern. i 

2. Metode iIstinbath iAhkam, iyaitu iinstrumen-instrumen imetodologis iyang 

idigunakan idalam imerumuskan ikesimpulan ihukum, iyaitu ial-qiyas 

i(sillogisme), ial-ilhaq i(sillogisme iantara isebuah imasalah ikontemporer 

idengan ipendapat iulama iklasik) idan ial-istiqraa’ i(deduksi). 

3. al-adawat, iyaitu idata-data ibaru iyang idigunakan isebagai iinstrumen 

ipenentuan isebuah ihukum, idi iantaranya iadalah ial-`urf i(adat 

ikebiasaan), ihukmul ihakim iwal iqadhi i(keputusan ipemerintah idan 

ipengadilan), ial-maqashid, ial-mashalih, ial-istihsan idan isadd idzara’i`. 

4. Prinsip-prinsip idasar ijurisprudensial iyang idigunakan isebagai iinstrumen 

ipenentuan isebuah ihukum, iantara ilain ial-akhdzu ibi iaqall imaa iqiila 

i(mengambil ipendapat iyang iteringan), ial-baraa’ah ial-ashliyah idan 

iberbagai ikaidah ifiqhiyyah ilainnya i(Gum`ah,1996: i289- i291). 

 

Berdasarkan iajaran iIslam, ihukum iyang ilayak idijadikan ipedoman iadalah 

ihukum iyang ibersumber idari ial- iQur’an idan iSunnah iRasul. iKeduanya 

imerupakan isumber ipetunjuk iutama ibagi iumat iIslam. iPenerapan ihukum-

hukum iyang iada idalam ial iQur’an idan iSunnah iNabi iSAW itelah idijalankan 

ioleh ipara isahabat, itabi’in idan ipara iulama iyang idatang ikemudian. iNamun 

imenghadapi idan imenjawab imasalah-masalah ihukum ibaru iyang ibelum 

idijelaskan idalam ial-Qur’an idan iSunnah ipara iulama imencoba imencari idan 

imenggali ihukum isyari’at iuntuk imendapatkan ijawabannya. iUsaha itersebut 
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idalam idikenal idengan iistinbath ial-ahkam idan ioutputnya idinamakan iFiqh. 

iKarya ipara iulama idalam ibidang ifiqh imemiliki ikeragaman ipendapat idan 

itelah iberpengaruh iterhadap ipengamalan ihukum ipraktis iyang iada idalam 

imasyarakat. iDalam ikomunitas imasyarakat ibernegara iadanya ikeragaman 

ipemahaman ifiqh itentunya imenimbulkan isedikit ikekhawatiran iadanya 

iketidakpastian ihukum. iDemi imenjaga ipersatuan idan ikesatuan iumat iIslam 

idalam isebuah iNegara imaka idiperlukan isebuah iusaha iuntuk imenyatukan 

iberbagai ipendapat ihukum iyang iberbeda imenjadi isuatu ihukum inasional 

iyaitu iberupa iundang-undang i(qanun) iyang imemiliki ikekuatan ihukum iyang 

imengikat. iUpaya-upaya itersebut iadalah idengan icara iTathbiq ial- iAhkam 

idan iTaqnin ial-Ahkam iatau ipengundang-undangan ihukum iIslam ike idalam 

isistem iperundangundangan inasional. 

 

1. Kaidah iMetode iTathbiq 

 

Tathbiq isecara ibahasa iadalah ipenerapan, iadapun ipengertiannya isecara 

iistilah iialah ipenerapan ihukum iatas ikasus-kasus iyang itimbul idalam ibidang 

ikehidupan imanusia. iSuatu iijtihad idiperlukan iuntuk imenjawab iberbagai 

ipersoalan ibaru iyang imuncul isaat iini itentunya imemerlukan isebuah 

imetodologi iistinbath ihukum. iSalah isatu imetodologi iistinbath ihukum iselain 

idari iushul ial-fiqh iyang ikiranya isangat isignifikan idalam imenyelesaikan 

ipermasalahan itersebut iialah idengan imenggunakan ial-Qawa’id ial-Fiqhiyyah 

iatau ikaidah-kaidah ifiqih idalam ibahasa iIndonesia, iyaitu ikaidah-kaidah iyang 

idisimpulkan isecara igeneral idari imateri ifiqih idan ikemudian idigunakan 

ipula iuntuk imenetapkan ihukum idari ikasus-kasus ibaru iyang itimbul iyang 

itidak ijelas ihukumnya idi idalam inas. i iKaidah ifiqih itersebut iberfungsi 

iuntuk iTathbiq ial-Ahkam iyang ipenerapannya ipada ikasus-kasus iyang itimbul 

idalam ikehidupan imanusia. iKaidah ifiqih iberkembang ipesat isesuai idengan 

ibudaya idan iperadaban imanusia ipada itiap imasanya, idimana isaat iini 

iliterasi ikaidah ifiqh iterus iterus iberkembang isecara isignifikan idari imasa ike 

imasa. iBahkan, itelah iterkumpul imencapai iangka iseribuan. iOleh ikarena iitu, 
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iuntuk imemudahkan isebaran ikaidah itersebut, imaka ipara iulama iyang 

ikeahliannya idibidang ihukum ibanyak iyang imenulis ikaidah-kaidah ifiqh 

idalam ibidang itertentu. iSemisal ikaidah ifiqh ikhusus idalam ibidang iibadah 

imahdhah, isiyasah, iqadla i(peradilan) ijinayah, imunakahat, imu‟amalah idan 

ilainnya61. 

Menurut iA. iDzajuli, idengan imenguasai ikaidah-kaidah ifiqih idapat 

idiketahui ibenang imerah iyang imewarnai ifiqih, ikarena ikaidah ifiqih imenjadi 

ititik itemu idari imasalah-masalah ifiqih, idan ilebih iarif idi idalam 

imenerapkan ifiqih idalam iwaktu idan itempat iyang iberbeda iuntuk ikasus, 

ikeadaan, idan iadat ikebiasaan iyang iberlainan. iSelain iitu ijuga iakan ilebih 

imoderat idi idalam imenyikapi imasalah-masalah isosial, iekonomi, ipolitik, 

ibudaya, idan ilebih imudah idi idalam imemberi isolusi iterhadap iproblem-

problem iyang iterus imuncul idan iberkembang idengan itetap iberpegang 

ikepada ikemaslahatan, ikeadilan, ikerahmatan, idan ihikmah iyang iterkandung 

idi idalam ifiqih. idengan ikaidah ifiqih iakan imempermudah idalam 

imenyelesaikan imasalah ifiqih iyang iamat irumit idan iakan ilebih iarif idalam 

imenerapkan ihukum i(tathbiq ial-ahkam). iApabila isuatu ikaidah iyang isama 

idigunakan iuntuk imengeluarkan ihukum idari idalil-dalil iAl-Quran idan 

iHadits iyang irinci, imaka iitujelas ikaidah iushul. iApabila isuatu ikaidah 

idigunakan imemberikan ihukuru idalam iperbuatan imukallof; imaka ikaidah 

itersebut idisebut idengan ikaidah ifiqih i(Apabila ikaidah idigunakan iuntuk 

imenerapkan ihukum i(tathbiq ial-ahkam iitulah ikaidah ifiqih)62. i 

Berdasarkan ipengertian idiata, idengan imengetahui ikaidah-kaidah ifilqh 

imaka iakan ilebih imudah idalam imembuat isolusi imenghadapi ikasus-kasus 

ihukum iyang isangat ibanyak idan iberagam idengan icara 

imengelompokkannya ike idalam isalah isatu ikaidah ifiqih. iDengan 

imengetahui ikaidah ifiqih, iakan ilebih iumat iIslam iakan ilebib iarif idalam 

                                                             
61H.A. Djazuli, 2014, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam 

Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,( Jakarta : Kencana Prenadamedia Group) hlm. 

114-161.    
62Zahrotul Idami, The Fiqik principles, Definition,History Its Aims and Function, jurnal 

: Privat No. 1 Vol. 2 Agustus 2011  
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imenerapkan ihukum i(tathbiq ial-ahkamy) isesuai idengan iperbedaan 

ikeadaan,adat, itidak iifrath ijuga itidak itafrith. iSelain iitu iada ikaidah-kaidah 

ifiqih iyang imemberi ijalan iuntuk imenentukan ipilihan iyang ilebih ibenar idan 

ilebih ibaik iapabila idihadapkan ipada iberbagai ialtematif ipilihan. imisalnya: 

i"AiMuuafoqu ialaihi imuqaddamu i'ala ialmukhtalofifiihi" i("Apa iyang 

idisepakati ididahulukan idaripadayang itidak idisepakati i(perbedaan)" 

 

2. Taqnin ial iahkam 

Secara ietimologis, ikata itaqnîn i( iتقنين i) imerupakan ibentuk imasdar idari 

iqannana iyang iberarti imembentuk iundang-undang. iAda iyang iberpendapat 

ikata iini imerupakan iserapan idari iBahasa iRomawi, icanon. iNamun iada ijuga 

iyang iberpendapat, ikata iini iberasal idari iBahasa iPersia. iSeakar idengan 

itaqnin iadalah ikata iqanun i( i ْقانَوُن i) iyang iberarti iukuran isegala isesuatu, 

idan ijuga iberarti ijalan iatau icara i(thariqah)63.Qanun ial-Ahkam iberarti 

imengumpulkan ihukum idan ikaidah ipenetapan ihukum i(tasyri`) iyang 

iberkaitan idengan imasalah ihubungan isosial, imenyusunnya isecara isistematis, 

iserta imengungkapkannya idengan ikalimat-kalimat iyang itegas, iringkas, idan 

ijelas idalam ibentuk ibab, ipasal, idan iatau iayat iyang imemiliki inomor isecara 

iberurutan, ikemudian imenetapkannya isebagai iundang-undang iatau iperaturan, 

ilantas idisahkan ioleh ipemerintah, isehingga iwajib 

bagi ipara ipenegak ihukum imenerapkannya idi itengah imasyarakat. 

MenurutiSobhi iMahmasani ikata iQanun iberasal idari ibahasa iYunani, 

imasuk imenjadi ibahasa iArab imelalui ibahasa iSuryani iyang iberarti ialat 

ipengukur iatau ikaidah. iDi iEropa, iistilah ikanun iatau icanon idipakai iuntuk 

imenunjuk ihukum igereja iyang idisebut ipula icanonik, iseperti icorpus 

iiuriscononici iyang idisahkan ioleh iPaus iGregorus iXIII itahun i1580, 

ikemudian icodex iiuris iconinci ioleh iPaus iBenediktus iXV itahun i1919. 

iHukum ikanonik iini iterdiri iatas iinjil, ifatwa-fatwa idari ipemimpin igereja, 

ikeputusan idari isidang-sidang igereja idan ikeputusan idan iperintah idari ipaus. 

                                                             
63 Ujang Ruhyat Syamsoni, TAQNIN AL-AHKAM (Legislasi Hukum Islam ke Dalam 

Hukum Nasional), Jurnal : Nur El-Islam, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015,hal.1-2 
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iOleh iintelektual imuslim idi imasa ilalu, iistilah ikanun idigunakan iuntuk 

imenyebut ihimpunan ipengetahuan iyang ibersifat isains iseperti ibuku iyang 

iditulis ioleh iIbnu iSina idalam ibidang ikedokteran iyang iberjudul iQanun ifi 

ial-Tibb, iQanun ial-Mas’udi iyakni ihimpunan ipengetahuan itentang iastronomi 

iyang idihimpun iuntuk iSultan ial-Mas’ud i(sultan iGhaznawiyah) iyang iditulis 

ioleh ial-Biruni64. 

Menurut ipara iorientalis ibarat iseperti iGoldziher, iVon iKremer, idan 

iScheldon iAmos, ibahwasannya isyari’at iyang idibawa iMuhammad isaw 

iadalah iseperti ihalnya ihukum-hukum i(Canonic) iRomawi iyang idiadopsi 

ikepada ihukum-hukum iArab. iIa imengajukan iargumen ibahwa ipada isaat iitu 

isebelum iMuhammad imenjadi iRasul iia itelah imengetahui itentang ihukum-

hukum iRomawi iyang iterdapat idi inegeri-negeri iyang imenjadi ikekuasaan 

iimperium iRomawi. 

Meskipun iulama iklasik ibelum imengenal iistilah iqanun ikarena iia 

imerupakan isuatu iistilah ibaru. iAkan itetapi, igejala iserupa itelah iada isejak 

ilama. iAlasannya, ipara ihakim iberkewajiban imengikuti isesuatu ipendapat 

iketika imemutuskan isuatu iperkara, iyang itidak iboleh idilanggarnya, isekalipun 

imemiliki iijtihad isendiri. iSuatu ihukum iyang idiundang-undangkan iakan 

imewajibkan ipara ihakim iuntuk imemegang iketetapan idi idalamnya ikarena 

itelah imenjadi ihukum isyar`i iyang ipositif idan itidak iboleh idilanggar imeski 

imereka imemiliki iijtihad isendiri iatas imasalah iyang idiatur idalam 

iperundang-undangan iitu. iHal iini imengakibatkan ipara iulama iterbagi 

imenjadi idua ikelompok, iyaitu ikelompok iyang imembolehkan idan ikelompok 

iyang imelarang. iPerbedaan ipendapat iulama itentang iQanun ial-Ahkam 

idisebabkan ikarena iQanun ial-Ahkam iadalah isesuatu iyang ibaru, iyang itidak 

idikenal iistilah iitu ipada imasa iRasul iSaw., iSahabat, idan iulama isalaf. 

iPendapat iulama idalam ihal iini iada idua, iyakni imembolehkan idan imelarang. 

Ulama iyang imembolehkan iQanun ial-Ahkam iberpendapat ibahwa 

imembuat ihukum idalam isuatu iundang-undang iyang iakan idiberlakukan 

iuntuk iseluruh iindividu idalam isatu iwilayah ikekuasaan iNegara iadalah 

                                                             
64 Ibid.,hal.5 
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isesuatu iyang imembawa imaslahat. iMisalnya ikeputusan iyang idianggap 

imaslahat ioleh iUsman ibin iAffan iketika imengkodifikasi iAlquran idalam isatu 

ibahasa idan ikemudian imemusnahkan iseluruh imushaf iselain imushaf iyang 

itelah idikodifikasinya iitu. iQanun ial-Ahkam imembawa ikepastian ihukum, 

imeski idalam iprakteknya itidak imenutup iusaha iijtihad ipara ihakim idalam 

imemutuskan iperkara. iSementara iulama iyang itidak imembenarkan iQanun ial-

Ahkam imenganggap ibahwa iini iadalah ipenyimpangan iyang itidak idapat 

idibenarkan. iArgumentasi imereka iadalah ikeharusan ipara ihakim idalam 

imencari ikebenaran idan ikeadilan imelalui iijtihad ipada isumber ihukum, iyakni 

iAlquran idan iHadis. iSuatu ikebenaran idan ikeadilan itidak ibisa imerujuk 

ipada isuatu iundang-undang isaja iyang inotabenenya imerupakan ihasil iijtihad 

idan imembuka ipeluang iperbedaan iukuran ikebenaran iitu idalam iperspektif 

idan iijtihad iulama iatau ihakim. iDengan imenetapka isuatu ihukum ifiqh idalam 

iformat iundang-undang imaka iakan imemaksa ihakim iuntuk imematuhi iaturan 

itersebut idan imenutup ikesempatan irakyat iuntuk imengamalkan isesuatu iyang 

ibenar iatau iadil imenurut iijtihad imereka. iDengan idemikian, iQanun ial-

Ahkam itidak idapat idibenarkan imenurut ipendapat iini. iKedua ipendapat iini 

ibisa idisatukan idengan icara imelihat ikelebihan idan ikekurangan imasing-

masing idan ikemudian imerumuskan ikonsep iutuh itentang iQanun ial-Ahkam, 

idengan icatatan ikonsep iitu ibisa imengalami iperubahan idan iperkembangan 

isesuai idengan idinamika iruang idan iwaktu. iMengundang-undangkan isuatu 

ihukum iharus imelalui iijtihad iyang ikomprehensif, iduduk ibersama ipara 

iulama iuntuk imenemukan ikesepahaman idan ikesepakatan imerumuskan 

ikemaslahatan iyang imemiliki ikepastian ihukum, idan ifleksibelitas 

iinterpretasi/ijtihad iperumus iundang-undang iatau ipara ihakim imenjadi isuatu 

ikeniscayaanuntuk imenjamin ikebenaran idan ikeadilan iyang iharus iditemukan 

imelalui ihukum isebagaimana itujuan ihukum iitu isendiri. 

Di iIndonesia iproses itaqnin ial-Ahkam idapat idilaksanakan idengan 

iproses ilegislasi. iYaitu iproses ipembuatan ihukum imaupun iproduk ihukum. 

iDalam ihal iini iadalah ihukum iIslam iyang ibersumber idari iwahyu ikemudian 

idisusun idalam isebuah iundang-undang iyang imemiliki ikekuatan imengikat 
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ibagi iseluruh iwarga iNegara isehingga idapat imeminimalisir iadanya 

ikesenjangan iantara ihukum iIslam iyang iberkembang idan idipahami isebagai 

iajaran idan ihukum iIslam idalam ipraktek. 

 

Fiqh imerupakan iproduk ihukum iIslam iyang iditetapkan ioleh ipara 

iulama imelalui iproses iinstinbâth iberdasarkan idalil ial-Qur`an idan ial- 

iHadits. iDalam imemproduk ifiqh iini ipara iulama imadzhab imenggunakan 

ipendekatan idan imetode iyang ibervariasi isesuai idengan isituasi idan ikondisi 

iserta ikarakter iwilayah idi imana imereka itinggal. iMisalkan iImam iHanafi, 

ikarena idia ihidup idi iIraq iyang iwaktu iitu iada ikesulitan iuntuk imengakses 

idalil- idalil ihadits idari iwilayah ipusatperedaran ihadits, imaka idia ilebih 

iselektif idalam imenggunakan ihadits idan ilebih itertarik iuntuk 

imengembangkan imetode iqiyâs iatau iistihsân. iSecara ietimologis, iistihsan 

iadalah imemperhitungkan iseseuatu ilebih ibaik iatau imencari iyang ilebih 

ibaik, imengikuti isesuatu iyang ilebih ibaik, iatau imencari iyang ilebih ibaik 

iuntuk idiikuti. iIstihsân itermasuk isalah isatu imetode iijtihad iyang 

idiperselisihkan ioleh ipara iulama, imeskipun idalam ikenyataannya, isemua 

iulama imenggunakannya isecara ipraktis. iPada idasarnya, ipara iulama 

imenggunakan iistihsân idalam iarti ilughawi i(bahasa), iyaitu i"berbuat isesuatu 

iyang ilebih ibaik.” iTetapi idalam ipengetian iistilahnya i(yang ibiasa iberlaku), 

ipara iulama iberbeda ipendapat idisebabkan ioleh iperbedaan idalam 

imemahami idan imendefinisikan i”istihsân” iitu. iUlama iyang imenggunakan 

imetode iistihsân idalam iberijtihad imendefinisikan iistihsân i dengan 

i”pengertian” iyang iberlainan idengan idefinisi idari iorang iyang imenolak 

icara iistihsân. iSebaliknya iulama iyang imenolak ipenggunaan iistihsân 

imendefinisikan i”istihsân” idengan ipengertian itidak iseperti iyang 

ididefinisikan ipihak iyang imenggunakannya. iSeandainya imereka isepakat 

idalam imengartikan i(mendefinłsikan) iistihsân iitu, imaka imereka itidak iakan 

iberbeda ipendapat idalam imenggunakannya isebagai isuatu imetode iijtihad. 

Seperti itelah idijelaskan ibahwa iIstihsân iitu idigunakan ioleh 

isekelompok iulama ikarena idalam imenghadapi isuatu ikasus ipada ikea idaan 
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itertentu imerasa ikurang ipuas ijika imenggunakan ipendekatan ivang iberlaku 

isecara ikonvensional, iseperti idengan imenggunakan iqiyâs ijali iatau idalil 

iumum imenurut icara-cara ibiasa idilakukan. iDengan icara ikonvefisional iitu, 

iketentuan ihukum iyang idihasilkan ikurang i(tidak) imendatangkan 

ikemaslahatan iyang idiharapkan idari ipenetapan ihukum. iDalam ikeadaan 

idemikian, isi imujtahid imenggunakan idalil iatau ipendekatan ilain isebagai 

ialternatif i(pengganti) idari ipendekatan iyang ikonvensional itersebut. 

iPendekatan iyang imereka ilakukan iadalah idalam ibentuk iijtihad iyang 

idisebut iistihsân. i 

Dewasa iini idan ilebih-lebih iIagi ipada imasa iyang iakan idatang 

ipermasalahan ikehidupan imanusia iakan isemakin iberkembang idan isemakin 

ikompleks. iPermasalahan iitu iharus idihadapi iumat iIslam iyang imenuntut 

iadanya ijawaban ipenyelesaiannya idari isegi ihukum iIslam. iKalau ihanya 

isemata imengandalkan ipendekatan idengan icara iatau imetode ilama 

i(konvensional) iyang idigunakan iulama iterdahulu iuntuk imenghadapinya, 

imungkin itidak iakan imampu imenyelesaikan isemua ipermasalahan itersebut 

idengan ibaik i(tepat). iKarena iitu, ipara imujtahid iharus imampu imenemukan 

ipendekatan iatau idalil ialternatif idi iluar ipendekatan ilama, imeskipun 

idengan iberat ihati iuntuk imeninggalkan iPendekatan ilama iyang iselama iini 

iia igunakan idan iia ipertahankan idengan isetia. iOleh ikarena iitu, 

ikecenderungan iuntuk imenggunakan iistihsan iakan isemakin ikuat ikarena 

ikuatnya idorongan idari itantangan iPersoalan ihukum iyang iberkembang 

idalam ikehidupan imanusia iyang isemakin icepat iberkembang idan isemakin 

ikompleks. 

Hal iini iberbeda idengan iImam iMalik iyang ihidup idi iMadinah. iDia 

isangat imudah i imengakses ihadits-hadits idari ipara isahabat, isehingga idalam 

imengembangkan imadzhab ifiqhnya idia ilebih imemprioritaskan idalil-dalil 

ihadits idari ipada ipenggunaan iqiyâs imaupun iistihsân. iDua ipola ipendekatan 

idan imetode iyang idibangun iImam iHanafi idan iImam iMalik idalam 

imemproduk ifiqh iini imerupakan iimbas idari iadanya ikelompok iahl iar-ra'yi 

idan iahl ial-hadits isebelumnya.Berdasarkan ipengklasifikasian iyang itelah 
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idiuraikan idi iatas, ipenggunaannya iseharusnya idapat idi idisesuaikan idengan 

ikedudukannya. iDalil iuntuk imenetapkan ifatwa ihukum iharuslah imemuat 

ibagian imashadirul iahkam idan ial-adawat. iSedangkan iMetode iIstinbath 

iAhkam idan iprinsip-prinsip idasar ijurisprudensial idisebutkan idalam 

ikonsideran ifatwa iagar idapat imenjelaskan ibagaimana idalil-dalil itersebut 

idalam ipandangan iKomisi iFatwa iMUI iatau iforum iIjtima` iNasional iyang 

itelah imenjurus iatau imenjustifikasi iakan iditetapkannya isuatu ihukum iatau 

ifatwa itertentu. iDengan idemikian, ikeempat ibagian itersebut itidak ibisa 

iditempatkan isecara isejajar iatau iberurutan ibegitu isaja. iSebagaimana 

iklasifikasi itersebut idengan isendirinya imenuntut iadanya ipenjelasan itentang 

iaspek iargumentatif ipengambilan ikesimpulan ihukum i(wujuh ial-istidlal) idari 

isetiap idalil iyang idigunakan, inamun ihal iini itidak idilakukan ioleh iMUI 

idalam ikonsideran ifatwanya65. i 

Mengenai ipermasalahan izakat,dalil isyara' iYang idikemukakan idałam 

ikitab-kitab ifiqh iyang iada ikebanyakan iberbicara idalam ikaitannya idengan 

isektor ipertanian idan isedikit isekali iyang iberkenaan idengan ijasa idan 

iproduksi. iPadahal idewasa iini iperkembangan isektor ijasa idan iproduksi 

iitulah iyang iberkembang idengan ipesatnya idan ilebih idominan idibanding 

isektor ipertanian iyang isemakin ilangka. iJika i idałam imenghadăpi 

ikehidupan iekonomi idewasa iini idan idi imasa imendatang ikhususnya iyang 

imenyangkut imasalah izakat ihanya imengandalkan ipendekatan ilama idałam 

imerumuskan iketentuan ihukumnya, imaka itidak iakan imemadai ilagi. iDałam 

imenghadapi imasalah iekonomi iseperti idalam ikasus icovid-19 iini, ijika 

ihanya imenggunakan iketentuan ilama itentang izakat, imaka izakat itidak iakan 

iberkembang ikarena isektor ipertanian isemakin ilangka, isedangkan ipihak 

iyang imengharapkan ibantuan isangatlah ibanyak idan isemakin ibanyak. 

Thuruqul iistinbath iatau ijalan idalam imenentukan iistinbath, idapat 

iditempuh idengan ijalan iijtihad. iDalam ihal imenetapkan ifatwa imengenai 

izakat iuntuk ipenanggulangan iwabah icovid-19 idan idampaknya itelah 

imelaksanakan imetode iyang isesuai idengan iketentuan iyan iada, 

                                                             
65Ibid.,hal.78  
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imenggunakan idalil-dalil ihukum iyang isesuai idan ijuga imenggunakan imetode 

iistibath iyang isesuai idengan ituntunan isyari’ah. i 

Permasalahan ifiqh ipernah idibahas ioleh ipara iulama iterdahulu idengan 

iberbagai iperbedaan ipendapat i(khilafiyah) iyang iada, iuntuk imembangun 

imadzhab ifiqh idi iIndonesia idiperlukan imetode iijtihad i. iMenurut iYusuf 

iQardhawiy iyang imerupakan isalah iseorang icendekiawan imuslim 

imemandang ipentingnya iijtihad idalam irangka imenjawab ipermasalahan-

permasalahan ikontemporer iyang iterdiri idari ibeberapa imetode idiantaranya 

iadalah i: 

a.  iMetode iintiqâ’i 

Metode iintiqâ’i adalah metode penetapan hukum fiqh yang dilakukan 

dengan mengungkap pendapat-pendapat ulama terdahulu beserta dalil-dalil 

yang digunakan mereka kemudian membandingkan dan memilih pendapat 

yang lebih kuat dalilnya dan lebih sesuai dengan kondisi sekarang66. 

Metode ntiqâ’i pada prinsipnya merupakan aplikasi tarjîh, yaitu 

mengadakan studi komparatif di antara pendapat-pendapat para ulama 

terdahulu dengan meneliti ulang dalil-dalil yang dijadikan sandaran mereka, 

yang pada dapat dipilih pendapat yang dipandang lebih kuat dalil dan 

hujjahnya sesuai dengan alat ukur yang digunakan dalam mentarjîh, yaitu: 

pendapat yang lebih cocok dengan kondisi sekarang, pendapat yang 

mencerminkan rahmat dalam kehidupan. tidak membawa kesulitan, 

merealisir maksud-maksud syara', membawa maslahat, dan tidak 

mendatangkan kerusakan dalam kehidupan. 

Menurut Yusuf Qardhawi, ijtihad tarjihi intiqa’i adalah ijtihad yang 

dilakukan dengan memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat yang 

terdapat pada warisan fiqih Islam yang sarat dengan fatwa dan keputusan 

hukum karena pendapat tersebut dinilai lebih kuat dari pendapat-pendapat 

yang lain67. 
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Metode intiqai berbeda dengan sikap taklid, yakni berpegang kepada 

pendapat tertentu tanpa meneliti dalilnya. Maksud dari metode ini adalah 

mengadakan studi perbandingan terhadap berbagai pendapat dengan meneliti 

kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang mendasari pendapat 

tersebut, sehingga pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat dalilnya 

dengan berpatokan pada kaidah-kaidah tertentu yang antara lain adalah: 

kesesuaiannya dengan kehidupan zaman sekarang, lebih bersemangat 

kemanusiaan, lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan hukum Islam, 

lebih dekat kepada perwujudan maqasid al-syari'ah, kemashlahatan manusia 

dan mencegah mafsadat68. 

Menurut Fathurrahman Jamil, mujtahid dalam tipe ijtihad ini hampir 

sama dengan ahlu tarjih dalam klasifikasi mujtahid yang dikemukakan oleh 

ahli ushul fiqih pada umumnya. Namun yang harus digarisbawahi, kegiatan 

tarjih yang dilakukan pada era kebangkitan kembali (termasuk saat ini) 

berbeda dengan kegiatan tarjih pada masa kemunduran. Pada masa itu, 

kegiatan tarjih hanya berkutat pada kegiatan menyeleksi pendapat para ahli 

fiqih di lingkungan mazhab tertentu, seperti Syafi’iyah, Malikiyah, dan lain-

lain. Sedangkan kegiatan tarjih pada masa sekarang ini bersifat lintas 

mazhab, tidak terbatas pada mazhab tertentu69. 

Nilai kegiatan ijtihadnya terletak pada kesungguhan mujtahid untuk 

meneliti berbagai pendapat yang ada dengan melakukan pengkajian terhadap 

dalil-dalil yang menjadi dasar berpikir masing-masing serta kesesuaiannya 

dengan kondisi kekinian dan kedisinian.Jelaslah bahwa metode ijtihad 

tersebut bisa diterapkan tidak saja pada lingkup mazhab empat, namun bisa 

juga keluar dari lingkup empat mazhab tersebut dan memilih pendapat-

pendapat selainnya. 
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Menurut Yusuf Qardhawi ada beberapa instrument kontemporer yang 

telah menjadi pilihan dalam khazanah fiqh atau mencari pendapat yang 

paling kuat yaitu dengan70 : 

1) Perubahan sosial dan politik dan perkembangan global Zaman modern 

telah membawa perubahan besar dalam segala aspek Kehidupan, baik itu 

masyarakat, ekonomi, politik atau budaya. Perubahan ini Permintaan 

untuk meninjau pendapat lama yang tidak sesuai lagi Gunakan kondisi 

baru untuk memilih dan memilih pendapat lama Dianggap lemah atau 

ditinggalkan. 

2)  Pengetahuan modern dan ilmu-ilmunya. Bahwasanya perkembangan 

pengetahuan sekarang ini, terutama dalam bidang ilmu-ilmu biologi dan 

fisika antara lain menjadi dasar bagi orang-orang yang hidup pada zaman 

modern atas pengetahuan-pengetahuan yang berkembang pada masa-

masa sebelumnya. Antara lain perkembangan-perkembangan dalam ilmu 

alam, Falak, Kimia, fisika, Kedokteran, Patologi, Anatomi dan lain-lain 

sebagainya menjadi dasar bagi umat Islam, khususnya ahli hukum Islam 

kontemporer untuk menguatkan atau melemahkan pendapat fuqaha’ yang 

telah berkembang pada masa-masa sebelumnya. 

3)  Tekanan dan tuntutan zaman. Tekanan dan kebutuhan zaman 

membutuhkan tenaga ahli Hukum Islam hari ini menekankan kebenaran, 

kenyamanan, dan keringanan Dalam hukum furu'iyah dan praktis, dalam 

ranah ibadah dan Muamalah. Dalam hal ini, orang-orang yang berijtihad 

untuk kemaslahatan umat Islam perlu waspada terhadap keadaan darurat, 

hambatan dan kondisi setiap saat. Begitu Allah memberikan kemudahan 

bagi setiap Ummat-Nya sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 185 yang 

berbunyi : 

  ۗ ُ  بكُِمُ  الْيسُْرَ  وَلَ  يرُِيْدُ  بكُِمُ  الْعُ سْرَ    يرُِيْدُ  اللّٰه

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu” 
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b. Metode insyâ’i 

 

Metode insyâ’i adalah metode penetapan hukum fiqh dengan metode 

ijtihad tertentu untuk mengambil keputusan hukum baru dalam suatu 

permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. 

Masalah tersebut bisa jadi belum pernah dibahas sama sekali oleh mereka 

atau sudah pernah dibahas tapi seorang ahli fiqh kontemporer mempunyai 

keputusan hukum yang berbeda dengan keputusan ulama sebelumnya. Hal 

ini bisa terjadi karena adanya perkembangan zaman yang senantiasa 

memerlukan pemecahan permasalahan hukum dengan mempertimbangkan 

situasi dan kondisi yang ada. Sehingga bisa jadi masalah yang muncul 

sekarang belum pernah ada pada zaman para ahli hukum terdahulu, atau 

masalah tersebut sudah pernah ada namun hasil keputusan mereka tidak 

sesuai lagi dengan situasi dan kondisi kontemprer dewasa ini71. 

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwasannya ijtihad Insya’i adalah 

pengambilan kesimpulan hukum baru tentang suatu perkara di mana hal itu 

belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik menyangkut 

perkara lama maupun persoalan baru. Dalam hal ini, pendapat tersebut bisa 

saja berhubungan dengan perkara lampau. Dengan demikian, seorang 

mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru mengenai hal-hal yang telah 

memunculkan berbagai pendapat sebelumnya, sehingga pendapat yang 

dikemukakan tersebut berbeda dari pendapat-pendapat yang telah ada 

sebelumnya. Ijtihad insya’i juga disebut dengan ijtihad kreatif yaitu suatu 

ijtihad yang dalam pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan  

yang  belum pemah dikemukakan oleh ulama — ulama terdahulu. Baik itu 

persoalan lama atau baru. Dengan kata lain bahwa ijtiiad insya ‘I ialah 

ijtihad yang meliputi sebagian persoalan lama yaitu dengan cara seorang 

mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah yang 
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belum didapati oleh pendapat ulama-ulama salaf, serta pendapat yang benar 

sekaligus dianggap kuat.  

Permasalahan ijtihad yang menyebabkan perselisihan dikalangan para 

pakar fiqih terdahulu atas dua pendapat,  maka boleh seorang mujtahid 

(masa kini) memunculkan  pendapat ketiga. Apabila mereka berselisih 

pendapat atas tiga pendapat. maka boleh menampilkan pendapat keempat 

dan seterusnya. Karena dengan adanyaa perselisihan pendapat dalam 

persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa masalah tersebut memuai 

berbagai macam interpretasi serta perbedaan pendapat.  

 

c.  Integrasi antara Ijtihad Intiqa’i dan Insya’I .  

Selain kedua bentuk ijtihad yang telah dipaparkan diatas, menurut 

Yusuf Qardhawi ada juga metode ijtihad yang mengintegrasikan antara 

keduanya. Penerapannya yaitu dengan cara memilih berbagai pendapat para 

ulama terdahulu yang dinilai lebih relevan dan kuat, kemudian dalam 

pendapat tersbeut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru. Misalnya dalam 

undang-undang wasiat wajibah yang diberlakukan di Mesir sejak beberapa 

tahun silam. Aturan dalam undang-undang tersebut diambil dari pendapat 

ulama salaf yang mewajibkan wasiat dan juga dari pendapat Ibnu Hazm 

mengenai keharusan mengeluarkan sebagian dari harta pusaka sang mayit 

yang belum sempat berwasiat. Kemudaian dari kedua pendapat tersebut, 

dalam aturan-aturannya juga terdapat unsur dalam penentuan ukuran wasiat 

yang wajib dan menetukan orang-orang yang berhak menerima wasiat, yaitu 

anak laki-laki dari kelompok anak-anak laki-laki sampai ke bawah dan 

kelompok urutan pertama dari anak laki-laki dari anak-anak wanita72. 

Aturan diatas merupakan hasil perpaduan atau integrasi antara ijtihad 

intiqai dan insya’i. Kaitannya dengan konteks keindonesiaan, berbagai 

materi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga melalui proses integratif 

seperti itu. Kebijakan seperti ini betujuan untukl mewujudkan kemashlahatan 

sebagai tujuan utama hukum Islam. Adapun wujud dari jtihad kontemporer 
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diatas terdapat tiga bentuk yaitu : Perundang-undangan, fatwa serta hasil 

penelitian. Bentuk-bentuk ijtihad ini dapat telah direalisasikan sebagai upaya 

pembaharuan hukum Islam di Indonesia khususnya dalam hukum-hukum 

yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. Begitupula 

halnya dalam bentuk fatwa dan penelitian ilmiah. Walaupun upaya-upaya 

tersebut kurang setara dengan banyaknya permasalahan terikini yang 

memerlukan jawaban dari segi hukum. 

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasannya metode 

intiqai merupakan metode yang relevan yang digunakan oleh para ulama 

untuk menentukan fatwa No.23 Tahun 2020 tentang zakat, infaq, dan 

shadaqah untuk penanggulangan covid-19. Ada delapan golongan atau 

Mustahiq zakat yang berhak menerima zakat, karena dalam menentukan 

fatwa tersebut, telah ada dalil dan pendapat terdahulu mengenai zakat 

diberikan untuk penanggulangan wabah dengan mengambil pendapat terkuat 

yang disesuaikan dengan pengaruh keadaan. bagaimana telah ditetapkan 

dalam al-Qur’an surat at-taubah ayat 60 : 

دقَٰتُ  انَِّمَا ۞  وَفىِ قلُوُْبهُُمْ  وَالْمُؤَلَّفةَِ  عَليَْهَا وَالْعاَمِلِيْنَ  وَالْمَسٰكِيْنِ  لِلْفقَُرَاۤءِ  الصَّ

قاَبِ  ِ  سَبيِْلِ  وَفيِْ  وَالْغاَرِمِيْنَ  الر ِ نَ  فرَِيْضَةً  ۗ  السَّبيِْلِ  وَابْنِ  اللّٰه ِ  مِ  ُ ۗ   اللّٰه حَكِيْمٌ  عَلِيْمٌ  وَاللّٰه   

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 

amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) 

hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan 

Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban 

dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” 

Ayat diatas sudah jelas bahwasannya zakat hanya boleh diberikan 

pada delapan asnaf diatas, adapun syart lain bagi penerima zakat para 

uulama klasik berbeda pendapat  seperti halnya pemberian zakat kepada 

nonmuslim. Bagi sebagian ulama  memperbolehkan membagikan zakat pada 

non muslim apabila ia tidak mampu sedangkan tetangganya yang islam telah 

mampu. Sedangkan menurut sebagian lagi tidak diperbolehkan, seperti 
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menurut madzhab Syafi’i zakat tidak boleh diberikan pada nonmuslim baik 

kaya atau pun miskin.  

Larangan tersebut berlandaskan dalil hadits Nabi saat mengutus 

sahabat Mu’adz bin Jabal: 

فقرائهم على فترد أغنيائهم من تؤخذ صدقة     

“Sedekah yang diambil dari orang kaya mereka (Muslimin), kemudian 

diberikan kepada orang faqir mereka (Muslimin).”(HR al-Bukhari dan 

Muslim) 

 Dalam kitab al-iqna’ dijelaskan: 

و ( الخامس )ل تصح للكافر( لخبر الصحيحين صدقة تؤخذ من   

جوز يوهم أغنيائهم فترد على فقرائهم ، نعم الكيال والحمال والحافظ ونح

  لك أجرة ل زكاةكونهم كفارا مستأجرين من سهم العامل لن ذ

“Yang kelima, tidak sah zakat kepada non-Muslim karena hadits al-Bukhari 

dan Muslim ‘Sedekah yang diambil dari orang kaya mereka (Muslimin)’, 

kemudian diberikan kepada orang faqir mereka (Muslimin). Namun, penakar, 

pembawa, penjaga dan sesamanya boleh dari seorang non-Muslim yang 

disewa dari bagian amil, sebab hal tersebut adalah upah, bukan zakat.73”  

Dalam komentarnya atas keterangan di atas, Syekh Sulaiman al-Bujairimi 

menegaskan: 

أو  مياهاش وإنما جاز في الحمال والكيال ومن ذكر معهما أن يكون كافرا أو

ونه كعن  مطلبيا لن ما يأخذه العامل أجرة ل زكاة ؛ لن الستئجار أخرجه

  زكاة حقيقة كما ذكره الشارح

“Dibolehkannya petugas distribusi dan penakar serta yang disebutkan 

bersama keduanya dari non-Muslim, Bani Hasyim dan Bani Muthallib, sebab 

harta yang diambil oleh amil adalah upah, bukan zakat, sebab penyewaan 
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jasa mengeluarkan harta tersebut dari zakat secara hakikat, sebagaimana yang 

disebutkan pensyarah.74”  

Sedangkan berdasarkan pandangan Imam Abu Hanifah dan muridnya 

Muhammad, dibolehkan memberikan zakat fitrah kepada non-Muslim 

dzimmi yang fakir. Landasan mereka adalah ayat: 

ا هِيَ وَإنِ تخُْفوُهَ  دقَاَتِ فنَعِِمَّ كُمْ رَاءَ فهَُوَ خَيْرٌ لُّ وهاَ الْفقَُ تؤُْتُ ا وَ إنِ تبُْدوُاْ الصَّ

ن سَي ئِاَتكُِمْ   وَيكَُف ِرُ عَنكُم م ِ

“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. 

Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-

orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah 

akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu.” (QS 

al-Baqarah: 271) 

Ayat tersebut tidak membedakan fakir yang Muslim dan non-Muslim, 

kecuali dalam masalah zakat mal, karena ada larangan khusus dalam 

haditsnya sahabat Mu’adz, yang kedudukannya men-takhsish ayat ini. 

Alasan lainnya, memberikan zakat kepada kafir dzimmi yang fakir 

adalah termasuk mendatangkan kebaikan kepada mereka, dan hal 

tersebut bukan merupakan larangan dalam syari’at. 

Syekh Wahbah al-Zuhaili mengatakan: 

وهل يجوز صرفها إلى أهل الذمة؟ قال أبو حنيفة ومحمد يجوز، لقوله 

فوها وتؤتوها الفقراء، فهو تعالى: )إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخ

خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم( من غير تفرقة بين فقير وفقير، 

وعموم هذا النص يقتضي جواز صرف الزكاة إليهم، إل أنه خص منه 

الزكاة لحديث معاذ، وقوله تعالى في الكفارات )فكفارته إطعام عشرة 

خص منه الحربي مساكين( من غير تفرقة بين مسكين ومسكين، إل أنه 
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بدليل حتى ل يكون ذلك إعانة لهم على قتالنا، ولن صرف الصدقة إلى 

 أهل الذمة من باب إيصال البر إليهم، وما نهينا عن ذلك

“Apakah boleh memberikan zakat fitrah, kafarat dan nadzar kepada ahli 

dzimmah? Abu Hanifah dan Muhammad menyatakan boleh, karena 

firman Allah, ‘Jika kamu menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah 

baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan 

kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. 

Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-

kesalahanmu’ (QS. Al-Baqarah: 271). Ayat ini tidak membedakan status 

agama fakir yang menerima zakat, keumuman nash ini menuntut 

dibolehkannya berzakat kepada non-Muslim, hanya dari dalil tersebut 

dikecualikan zakat mal karena haditsnya sahabat Mu’adz, dan berdasarkan 

ayat tentang kafarah, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah 

memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa 

kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka 

atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup 

melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari” (QS 

al-Maidah: 89).  Ayat diatas tidak membedakan status agama miskin, 

kecuali kafir harbi yang ada larangan khusus sehingga pemberian zakat 

tidak menolong mereka untuk memerangi kita. Argumen lain, pemberian 

zakat fitrah kepada ahli dzimmah tergolong memberikan kebaikan kepada 

mereka dan kita tidak dicegah untuk hal tersebut.75”  

Berbeda dengan pandangan mazhab Hanbali yang menegaskan, 

boleh memberi zakat (termasuk zakat fitrah) kepada non-Muslim yang 

menjadi panutan di kelompoknya ketika terdapat salah satu dari dua 

alasan. Pertama, diharapkan keislamannya. Kedua, ketika dikhawatirkan 

aksinya dapat menyerang orang Islam. Pemberian zakat kepada non-

Muslim dengan ketentuan di atas diambilkan dari bagian muallaf 

qulubuhum. 

Syekh Ibnu Quddamah mengatakan: 

 “Muallaf qulubuhum ada dua, Muslim dan non-Muslim, mereka semua 

adalah tuan yang menjadi panutan di kelompoknya seperti yang telah kami 

sampaikan. Non-Muslim ada dua. Pertama, orang yang diharapkan 

keislamannya, maka diberikan zakat agar niatnya memeluk islam kuat dan 

dapat mencondongkan hatinya untuk memeluk islam, sesungguhnya Nabi 
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saat pembebasan kota Mekah memberikan jaminan keamanan kepada 

Shofwan bin Umayyah, dan Shofwan menguji Nabi selama empat bulan 

untuk melihat sikap beliau dan keluar bersama Nabi di perang Hunain. 

Saat Nabi memberinya beberapa pemberian, Shofwan mengatakan, apa 

ini?. Lalu Nabi berisyarah menuju bukit yang terdapat unta di dalamnya, 

Nabi mengatakan, ini untukmu. Shofwan menjawab, ini adalah pemberian 

orang yang tidak takut faqir. Kedua, non-Muslim yang dikhawatirkan 

keburukannya, maka diharapkan pemberian zakat kepadanya dapat 

mencegah keburukannya dan para pengikutnya. Ibnu Abbas meriwayatkan 

bahwa suatu kelompok datang kepada Nabi, bila Nabi memberi mereka, 

maka mereka memuji islam dan berkata, ini adalah agama yang baik. Bila 

Nabi tidak memberi, mereka mencela.” (Ibnu Quddamah al-Maqdisi, al-

Syarh al-Kabir, juz 2, hal 697). 

Namun  demikian adanya virus SARS-Cov  memberikan pengaruh 

yang begitu besar terhadap kemashlahatan masyarakat. Sehingga hal ini 

bersifat dharurat dan zakat dapat digunakan untuk penanggulangan 

Covid-19 dengan mengambil pendapat terkuat. 
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BAB IV 

PENUTUPAN 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan 

sebagai berikut ini : 

1. Latar belakang ditetapkannya fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang 

Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk penanggulangan covid-19 dan 

dampakmya bermula karena adanya permasalahan mengenai zakat 

yang digunakan untuk penanggulangan wabah covid-19 dan 

dampaknya, dengan demikian hal tersebut ada karena dalam dalil yang 

ada, zakat hanya boleh dibagikan untuk delapan asnaf yang telah 

disebutkan dalam Al-Qur’an. 

2. Hukum pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah covid-

19 berdasarkan Fatwa MUI No.23 Tahun 2020 adalah boleh dengan 

beberapa ketentuan yang sesuai dengan syari’at. 

3. Dalil dan dasar yang digunakan dalam penetapam Fatwa MUI No.23 

Tahun 2020 antara lain adalah : Dalil Al-Qur’an, Hadits, Kaidah 

Fiqhiyah, Pendapat para ulama terdahulu Fatwa terdahulu. Sedangkan 

untuk metode istinbath yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI 

No.23 Tahun 2020 adalah  intiqai 

B. Saran 

 

Diakhir penulisan ini, ada beberapa saran yang dapat dijabarkan dan 

diharapkan agar saran ini dapat diterapkan dalam kehidupan sosial ataupun 

sebagai bahan pembelajaran bagi pembaca pada umumnya. Bahwasannya zakat 

merupakan perkara yang wajib untuk ditunaikan. Dengan saling membantu satu 

sama lain, berjuang bersama untuk menanggulangi dan memerangi wabah covid-

19, maka tidak hanya sesama muslim tetapi juga seluruh masyarakat dapat hidup 

sejahtera juga. 
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